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MOTIO

“Orany ‘Bijak Toat Tajak "
(Pepartemen Keuangan R] Direktorat Jenderal Tajok)
“Bersama Anda Membangun Bangsa”
(Departemen Keuangar Rf Direktorat Jenderal Pajak)
elajarilah olehmu akan ilmu sebob mempelajari ifmu ity memberikon rasa takut
Kepada Allak, menuntutnya merupakan ibadah, mengulang-ulanginya merupakan
tashih, membahasnya merupakan Jifiad, mengerjokannya merupakan sedekah, dan
menyerafikan Kepada Allak merupakan pendeKatan diri”
(H.R, Ibnu Abdilbari)
"Muliakgnlah Orang-orang yang pernoh memberi pelajaran Kepadamu
(MR, Abu Hasan Mawardi)
Sesunggubhinya jika Kamu bersyukur pasti Kutumpahkan Nikmat padamy, dan jika
Kamu ingKar sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”
(Q.I6rafiim, 7)
“Kecantikan lahiriah tanpa diborengi Ketulusan hati menjodi tak punya arti
Inner beauty adalah pangKal Kecantikan Kita unink menjodi cantif.
Coba hapus sink dan ini hati singKirkan marah dan dendam dari dalam hati"
(Kahtil Gibran)
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|. Bapak Drs. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
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Bapak Drs. H. Djoko Supatmoko, Ak, selaku Pembantu Dekan | yang telah
memberikan ijin Praktek Kerja Nyata.
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Ibu Dra, Ririn Trma Dariyani, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi
Diploma 111 Fakultas Ekonomi van g juga telah memberikan ijin Praktek Kerja
Nyata.

4. Bapak Rohman Lffendi, SE, Msi, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak memberikan petunjuk dan saran atas penyusunan laporang ini,

5. Tbu Erwina Devi Kentjonowati, SP.MM. selaku kepala Sub Bagian Umum
Kantor Pelayanan Pajak Jember yang telah memberikan ijin untuk Praktek
Kerja Nyata,

6. Ibu Wiwik Purwantini, yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja
Nyata sehingga laporan ini terselesaikan.

7. Bapak Andika Surya selaku Kepala Seksi P2PPh beserta seluruh stafnya:

Bapak Bachtiar, Mbak Atik. Mbak Arick yang baik hati, Mas budi, Mas Jaya,
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dan Mas Nanang yang selalu membantu dan memberikan pengarahan atas
penyusunan laporan mi.

8. Bapak Aryan selaku Kepala Seksi Penagihan dan seluruh stafnva: Bapak
Sukad, Bapak Sam. Bapak Setyo, Mbak Arum yang selalu baik hati.

9. Bapak Darvanto selaku Kepala Seksi PPh OP dan para stafnya: Bapak Totok,
Bapak Miskum, Mas Nanang, Mas Afif, Mas Kris, dan staf lainnya

0. Para Staf TPT khususnya Mas abi vang telah banyak membantu dalam
pengumpulan formulir yang terkait dalam laporan ini,

I'l. Seluruh stal’ karyawan Kantor Pelayanan Pajak Jember vang telah banyak
membantu penulis.

Dengan  segala  keterbatasan  kemampuan dan  pengetahuan  serta
pengalaman yang penulis miliki, penulis tetap menyadari adanva kesalahan dan
kekurangan. Namun demikian penulis berharap agar laporan ini dapat membantu
penyusunan-penyusunan laporan pada periode berikutnya yang lebih baik dan
sempurna, Semoga pengetahuan ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa
kKhususunya dan pembaca pada umumnya.

Amien,

Jember, Juni 2004

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perekonomian  Indonesia dewasa ini telah mengalami  perubahan
struktural yang sangat berarti dengan meni ngkatnya penerimaan nepara dari sektor
non migas serta mobilisasi dana melalui lembaga Perbankan dan Keuanpan
larmya. Scjalan dengan perkembangan vang dijalani dan dialami olch bangsa dan
negara Indonesia di berbagai tidang seperti ekonomi, bisnis, sosial dan Juga
hubungan antar negara, Pemerintah terus berupaya untuk mengimbangi  dan
menyempurnakan aturan perpajakannya,

Sesunl dengan arah  kebijaksanaan pembangunan  Pemerintah  telah
mengambil beberapa langkah kebijaksanaan dalam rangka menyempurnakan
pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja. Salah satu langkah kebijaksanaan
itu dengan adanya pembaharvan sistem perpajakan nasional “Self Assesmen
System’” atau Prinsip Kemandirian yang berlaku sejak tahun 1994, Dalam sistem
int Pemenntah telah memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban
pajaknya. Dengan demikian Wajib Pajak tidak lagi dianggap sebagai obyck teiapi
merupakan subyek yang hatus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi
kewayiban perpajakannya sebagai warga negara.

Fajuk Fenghasilan merupakan salah satu sumber penenmaan negara yang
berasal dari pendapatan rakyat yang perlu diarahkan agar negara dan bangsa
mampu membiayal pembangunan nasional. Dengan pesatnva perkembanpan
sosial ckonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta
telormasi di berbagai  bidang  dan  setelah mengevaluasi  perkembangan
pelaksanaan Undang —Undang Perpajakan selama lima tahun terakhir khususnya
Ul No. 7 Tahun 1983 Teniang Pajak Penghasilan, maka perlu dilakukan
perubahan puna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung

kebijaksamaan pembangunan nasional yakni dengan perubahan Ul No. 17 Tahun
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2000 Tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini dimaksudkan agar tetap
berpegang teguh pada prinsip perpajukan vang dianut secara universal yaitu
keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan
negara. Semua itu untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan
kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian huk umnya.

Surat Pembentahuan (SPT) merupakan sarana yang dipergunakan Wajib
Plﬂjﬂk untuk  menghitung sendiri  pajaknya yang terutang dan sekaligus
mempertanggungawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. SPT tersebut
wajib diisi, ditandatangani dan disampaikan olch Wajib Pajak yang bertempat
tinggal atau berkedudukan tepat pada waktunya,

Mengingat pentingnya sumber dana yang berasal dari pajak penghasilan,
maka Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak dari Wajib Pajak. Peran serta
masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat
diharapkan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ULl No. 7
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 'Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000. Apabila pembayaran pajik
lancar dan tepat waktu di setiap bulannya, serta tepat dalam pengisian SPT, maka
akan membantu aparat dalam menangani penerimaan dan pengolahan SPT atas
penghasilan yang  diterima Wajib Pajak di setiap bulannya. Dan  untuk
mendapatkan pembukuan atau pembuktian yang akurat perlu dilakukan suatu
prosedur pencrimaan yang lengkap atas penghasilan Wajib Pajak di setiap
bulannya.

Setelah memahami latar belakang uraian di atas serta mempertimbangkan
pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka penulis  tertarik  uintuk
mengambil - judul “PROSEDUR PENERIMAAN SPT MASA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER™,
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1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
I.2.1 Tujuan Prakiek Kerja Nyata
a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur
Penerimaan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan
Pajak Jember
b. Untuk membantu pelaksanaan Prosedur Penerimaan SPT Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jember

[.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Untuk  memperoleh pengalaman praktis lentang pelaksanaan Prosedur
Penerimaan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan

Pajak Jember.

[.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1  Obyek Praktek Kerja Nvata
Praktck Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jember
vang berlokasi di Jl. KH. Wachid Hasyim No. | Jember 68137,

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berjalan mulai tanggal 26 Januari
sampai 27 ebruari 2004, minimal 144 jam efektif sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan pada Program Diploma 111 Fakultas Fkonomi Universitas Jember.

L4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Adapun kegiatan-kegiatan vang telah dilaksanakan selama Praktek Kerja

Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Jember dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKN

J % I : : Minggu Ke-
| No. Kegiatan PKN il
| IJ S| I | Il_ | w i
I I!‘engena]mt terhadap lingkungan Kantor : :. '
Pelayanan Pajak beserta Pimpinan dan seluruh | f f
karvawan Kantor Pelayanan Pajak Jember. f :5 7 I
2. Ditempatkan di bagian Scksi Pemotongan dan || ! EM:L_ i
e I’umungt!a_rﬂ’!’h_ E: f‘. J'-' i k [ |.
| 3. [Pelaksanaan tugas di Seksi Pemotongan dan‘ :f ,r!.“ | )
| Pemungutan PPh: il v '? l’ | ||
- Menyortir SSP lembar ke-3 PPh Pasal 21 l. | 12 |
per jenis NPWP I’ 'E;’t, Ilr || |
L Merekam SPT Masa dan SSP PPh Pasal 21 | :u?:w | ':
- Mencatat SSP ke dalam buku tabelaris i ,L Hf 1{ i
- Memasukkan kelengkapan formulir | f ;'f '. [ |I
| Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 ke |( T ;Z_'_ i1
' dalam anak berkas. l AR
4 Ditempatkan di Bagian Seksi Penagihan; il LA
|I - Memasukkan SSP, STP OP atau Badan |l i E | {
| yang tidak lunas ke dalam Buku Pencairan |[ ’I b ‘Ir j
| STP (Kohir STP), I’. il
s— Mencabut SSP dan STP yang lunas dari |I ':‘\f . 'il ll I
:' Kohir STP (Buku Pencairan STP) |[ 11::: I
- Mencatat SKP yang lunas ke dalam bukti }Ig;-' :;
I i- pelunasan | .' i. }.i 'I j
! Menerima kunjungan Dosen Pembimbing 'f f. I |
I_ ‘ ke Kantor Pelayanan Pajak Jember . : T4 |:
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No. |

Minggu Ke-

1.5 Bidang llmu

Kegiatan PKN | : "
L mv |y
. Ditempatkan di Bagian Scksi PPh OrangI iy
| Pribadi:
Mencatal SSP OP ke dalam buku tabelaris
- Merckam SPT ke dalam buku register |
| harian PPh OP
- Mengetik surat bukti kepemilikan  Wajil J
Pajak Orang Pribadi
- Memasukkan STP ke dalam buku repister | Y
harian | 1
6. b Meminta data-data dan formulir yang R I _
berhubungan dengan Penerimaan Masa PPh } ?
| Pasal 21 ‘
- Mengumpulkan bahan laporan PKN , "
r Mengakhiri masa PKN serta berpamitan /'y
| kepada Pimpinan beserta karvawan Kantor | e
I' Pelayanan Pajak Jember i
! | il

Bidang ilmu ini merupakan landasan atau pedoman dalam rangka Praktek

Kena Nyata yang tentunya ada hubungan dengan obyek atau masalah yang dituju,

Bidang ilmu landasan dapat diperoleh secara teoritis melalui -

a, Dasar-dasar Akuntansi

b. Perpajakan

c. Sistem Akuntansi
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BARB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur adalah rangkaian dari tata kerja yang berkaitan
antara satu sama lain yang menunjukkan urut-urutan pekerjaan vang harus
dikerjakan dalam rangka menyelesaikan suatu bidang kegiatan,

Adapun delinisi Prosedur menurut Cole (1998) vang telah disadur oleh
Baridwan ( 1998:3) menyatakan:

“Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani atau klerikal. yang biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang disusun untuk
menjamin  adanya perlakuan  yang  seragam terhadap transaksi-transaksi
perusahaan vang sering terjadi”,

Jadi Prosedur merupakan langkah-langkah vang diambil dalam melaksanakan
pekerjaan vang biasanya saling berhubungan dan mempengaruhi, Jadi itka salah
satu prosedur itu diubah maka akan berpengaruh terhadap prosedur lainnya,
sehingga untuk mengubahnya perlu dipertimbangkan.

Pekerjaan kerani atau klerikal terdin dari kegiatan-kegiatan berikut yang
yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, jurnal dan buku besar
(Mulyadi, 2001, 5) amtar lain:

Menulis

=

Menggandakan

¢. Menghitung

d. Memben kode

e. Mendaftar

. Memilih (mensortasi)
g. Memindah

h, Membandingkan
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Prosedur Pencrimaan Masa adalah suatu urutan kegiatan klerikal untuk mencatat
penerimaan data akuntansi ke dalam jurnal dan rekening (baik yang ada dalam

buku besar maupun buku pembantu) setiap bulannya.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.2.1 Pengertian PPh Pasal 21

’Ph PPasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarn, lunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun schubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan, kegiatan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang No. 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah (eiaking dengan
Undang-undang No. 17 Tahun 2000,

2.2.2 Subyek PPh Pasal 21
Subyek pajak atau penerima penghasilan vang dipotong PPh Pasal 21
(KEP-545/PJ).2000) antara lamn:
a. Pejabat Negara, adalah;
1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
3. Ketuu dan Wakil Ketua Badan Pemenksa Keuangan.
4, ketun, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
5. Ketua dan Wakal Ketua Dewan Pertimbangan Apuny,
6. Menten dan Menten Negara.
7. Jaksa Apung.
8. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
9. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
10, Walikota dan Wakil Walikota,
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974
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Pegawal, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang
menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas vang secara
teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
langsung.

Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam Janpka
wakiu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan/atau
imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pegawar Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja vang
hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya vang menerima
atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu,
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan |ari Tua
atau Tunjangan Hari Tua.

Penenima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh
imbalan schubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya,
Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah

mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.2.3 Obyck Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (KEP-545/PJ./2000) adalah;
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, vang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisans atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak.
tunjangan  kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak. tunjangan juran pensiun, tunjangan pendidikan
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anak, bea sisiwa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan

penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

Penghasilan yang diterima ataudipecrolch secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan scjenis lainnya yang

sifatnya tidak tetapdan biasanya dibavarkan sekali dalam setahun,

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.

Uang tebusan pensiun, vang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

(THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

Honorarium, uang saku, hadiah atau pengharpaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain scbagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak

dalam negeri, terdini dar

| Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, vang terdiri dani: pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama,

penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

Ld

{ Mahragawan.

4. Penasthat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.

7. Agen iklan.

8. Pengawas, pengelola proyck, anggota. dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitinan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam
sepala lidang kegiatan,

9. Pembawa pesanan alau yang menemukan langganan.

10. Peserta perlombaan.

11. Petugas penjaja barang dagangan,

12, Petugas dinas luar asuransi,
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10

|3, Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

14, Dhstnbutor  perusahaan mudtifevel marketing atau  direet selling  dan
kegiatan sejenis lainnya

Gay, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain vang terkait dengan gaji vang

diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau

anak-anaknya.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 antara lain:
Pembent kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan vang dilakukan oleh pegawai
dan bukan pegawai.
Bendaharawan Pemenntah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain sehubungan denpan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Dana pensiun atau Badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa.
organisasi sosial politik dan organisasi lainnya sebagai pemberi gaji, upah,
honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan pekerjaan, jasa,
kegratan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan
pelaksanaan suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan

khusus, pelatihan, pemagangan, pertunjukan, olah raga, dan lain-lain).
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L

Tidak diwajibkan memotong PPh Pasal 21: Badan Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi-organisasilnternasional yang bukan merupakan subyek pajak
(Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000).

2.2.5 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

b

Adapun penghasilan yang PPh Pasal 2 1-nya ditanggung pemerintah yakni :
Upah karyawanyang jumlahnya lebih kecil atau sama dengan upah Minimum
Propinsi.

Penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan
tunjangan-tunjangan lain yang terkait dan imbalan tetap sejenisnya yang
dibebankan pada kevangan negara atau dacrah (APBN/APBD).

Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI
berupa berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan
terkait dengan gaji vang dibebankan pada keuangan negara atau daerah
(APBN/APBD).

Penghastlan yang diterima oleh pensiunan termasuk duda/janda dan atau
anak-anaknya berupa vang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan
terkait dengan uang pensiun yang dibebankan pada keuangan negara atau
dacrah APBN/APBD),

2,2.6 Tarif PPh Pasal 21

lant pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak menurut

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri :

Sampai dengan Rp. 25.000.000 = 5%

Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000 = 10%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 = 15%
Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000 = 25%
Diatas Rp. 200,000.000 = 35%

i

]
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b, Wayib Pajak Badan Dalam Negeni dan Bentuk Usaha Tetap:
- Sampai dengan Rp. 50.000.000 = 10%
- Dhatas Rp, 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 = 15%

Diatas Rp. 100,000,000 = 30%

1.2.7 Cara Penghitungan PPh Pasal 21

d

Cara menghitung PPh Pasal 21 (KEP-545/P)./2000):

Pegawai /Karyawan Tetap:

12

i

Menghitung penghasilan neto sebulan

Terlebih dahulu memjumlahkan penghasilan dan tunjangan vang diterima

dan akan dihasilkan penghasilan bruto. Dengan menerapkan taril’ umum

Pasal 17 Undang-Undang PPh penghasilan bruto dikurangkan dengan -

- Biaya jabatan diletapkan sebesar 5% x Penghasilan Bruto, dengan
batasan maksimum sebesar Rp. 1.296.000 (setahun) atau Rp. 108.000
(sebulan).

- luran dana pensiun yang dibayar karyawan.

- luran T1T vang dibayar karyawan.

- Tabungan Hari Tua yang dibayar karyawan.

- Jaminan Han Tua (Jamsostek) yang dibayar karyawan
Menghitung penghasilan neto setabun
Penghasilan neto sebulan dikalikan dengan banyaknya bulan dalam satu
tahun pajak.

Mencar Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP). Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 besarnya
PTKP adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 2.880.000

- Wayib Pajak yang kawin = Rp. 1,440.000

- Rp. 2.880.000 tambahan untuk seorang istri vang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami, yang mempunyai penghasilan dari
usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami

atau angpota keluarga lain.
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b

d

- Rp. 1.440.000 tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungjawab
penuh.

4, Menghitung PPh Pasal 21 sebulan

Terlebih dahulu mencari PPh Pasal 21 setahun yaitu dengan mengalikan

PKP dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, kemudian membagi

hasilnya dengan banyaknya bulan dalam satu tahun pajak.

Penertima upah/pegawai tidak tetap/pemagang/calon pegawai dan distributor
multilevel marketing/direct selling :

Dengan menerapkan Tarif Umum Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan
penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP,

- PTKP untuk upah hanan, mingguan, satuan, borongan sebesar Rp. 24.000

per hari, dalam hal ini upah sebulan melebihi Rp. 240.000

- Apabila upah sebulan sudah melebihi Rp. 240.000 harus digunakan PTKP
yang sebenamya (sesuai dengan status yang sebenarnya) dari penerima

penghasilan dibagi dengan 360.

Penerima Pensiun

Cara menghitung PPh Pasal 21 sebulan sama dengan pegawai tetap. Hanya
saja jumlah penghasilan bruto yang ditenma dikurangkan dengan biaya
pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto sesuai dengan Tarif Umum Pasal
17 Undang-Undang PPh. Dengan batasan maksimal Rp. 432.000 (setahun)
atau Rp. 36.000 (sebulan).

Pegawai l.epas;

Hanya apabila penghasilan pegawai lersebut lebih dari Rp. 24.000 sehari maka
jumlah penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 21,

PPh Pasal 21 yang terhitung Tarif Umum Pasal 17 Undang-Undang PPh
dikalikan Penghasilan Bruto ({anpa pengurangan), diterapkan atas :
Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun sebagal imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumiahnya tidak dihitung
atas dasar banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa atau

kegiatan tersebut, oleh:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 3

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara,
crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

- Olahragawan.

- Penaschat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator

- Pengarang, peneliti, penerjemah.

- Pemben jasa di bidang tehnik, komputer dan aplikasinya, telekomunikasi
dan clekironika, fotografi dan pemasaran

= Ageniklan.

- Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi kerja pada suatu
kepanitiaan, pesenta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnva dalam

segala bidang kegiatan.

- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

- Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau
dewan pengawas yang tidak merangkap scbagai pegawai tetap pada
perusahaan yang sama

- Jasa produksi, tantiem, pratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh
mantan pegawai.

- Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disabkan oleh
Menten Keuangan oleh peserta program pensiun

Jasa Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Penilai,

Aktuans, Konsultan), yaitu sebesar:

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dar penghasilan bruto

sedangkan pajak penghasilan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto

yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas,

PPh Pasal 21 = 15% x 50% x Penghasilan Bruto atau

PPh Pasal 21 = 7,5% x Penghasilan Bruto

- PPh Pasal 21 Final:

I Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, THT atau JHT yang dibayar
sckaligus (PP No. 149 Tahun 2000) yaitu -
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Sampai dengan Rp. 25.000.000 = Tidak dipotong PPh Pasal 21
[iatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000 = 5%

Diatas Rp. 50.000,000 s/d Rp. 100.000.000 = 10%

Diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000 = 15%

Diatas Rp. 200.000.000 = 25%

2. Honorarnum

15

Yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI/POLRI yang

sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuvangan Daerah.

PPh Final = 15% dan Penghasilan Bruto

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)
2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan {SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak

untih melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (S5PT)

Adapun fungsi Sural Pemberitahuan (SPT):

|. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang,

P

Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendin dan atau melalul pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu

tahun pajak atau bagian tahun pajak.

3, Tentang pemolongan atau pemungutan pajak orang pribadi untuk melaporkan

pembayaran dart pemotong atau pemungut atau badan lain dalam satu masa

pajak, vang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

beriaku.
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2.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

.

Jenis-jenis Sural Pemberitahuan antara lain;
SPT-Masa
Adalah sural yang oleh Wajb Pajak digunakan untuk melaporakan
perhitungan dan atau pembayaran pajak vang terutang dalam satu masa pajak
atau pada suatu saat.
SPT-Tahunan
Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

2.3.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

I

Sanksi yang akan diletapkan bila terlambat atau tidak menyampaikan SPT:
Wajib Pajak yang terlambal menyampaikan SPT maka dikenakan denda
sebesar :

SPT-Masa = Rp. 25.000

SPT-Tahunan = Rp. 50.000

Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapt isinya tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan
Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana
dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-
tingginya dua kali jumlah pajak terutang,

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau
keterangan vyang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana penjara selama-
lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kah jumlah pajak

yang terutang yang kurang atau tidak dibayar.
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2.4 Surat Setoran Pajak (S5P)
2.4.1 Pengertian Surat Setaran Pajak (S5P)

Surat Setoran Pajak (S5P) adalah surat yang oleh Wagib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyctoran pajak yang terutang ke kas negara

atau ke tempatl pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.4.2 Fungsi Surat Setqran Pajak (SSP)
Fungst Surat Setoran Pajak (55P) ¢
I. Sebagai sarana untuk membayar pajak

2. Sehagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.4.3 Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Adapun tempat-tempat pembayaran dan penyetoran pajak antara lain:
1. Bank-Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran
Kantor Pos dan Giro
Bank Badan Usaha Milik Negara
Bank Badan Usaha Milik Daerah

s W

2.4.4 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak yaitu tanggal 10 bulan
Takwim benkutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayaran
kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT-Tahunan yaitu selambat-
lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau sebelum SPT

itu disampaikan,
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BARB I
GAMBARAN UMUM OBYEK PKN

3.1 Latar Belakang Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Jember

Inspeksi pajak sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan
Jepang. Istilah yang dipakai pada masa itu adalah Financial Inspektie Kontur
(Belanda). Pemungutan pajak pada masa itu dikelola dan ditandatangani oleh
penjajah. Maka jelaslah pada masa itu bukan dipergunakan untuk pembangunan
negara Indonesia, melainkan dipergunakan untuk kepentingan penjajah,

Setelah Indonesia lepas dari cengkeraman penjajah hingga negara
Indonesia diperintah oleh bangsa Indonesia sendiri kemudian Financial Inspektie
Kontur diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Kantor Inspeksi Pajak pada masa itu berada di Bondowoso antara lain
dibawah oleh:

a. Kantor Dinas Luar Tingkat I Bondowoso
b, Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Bondowoso
c. Kantor Dinas Luar Tingkat [l Situbondo
d. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Banyuwangi
e. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Jember

Pada Bulan Maret tahun 1972 Kantor Inspeksi Pajak Bondowoso
dipindahkan ke Kabupaten Jember yang didasarkan pada perkembangan sosial
ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya pada tahun 1977 Kantor Inspeksi Pajak
Jember menambah satu lagn Kantor Dinas Tingkat I Banvuwangi vang dibawahi
oleh:

a. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Banyuwangi
b. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Genteng
¢. Kantor Dinas Luar Tingkat 1l Situbondo

Aklimya dengan surat keputusan Menteri Kevangan tanggal 25 Maret

1989 No: 276/KMK.01/1989, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor

Pelayanan Pajak Jember dan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, Wilayah

I8
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Kantor Pelayanan Pajak Jember meliputi wilayah Kabupaten Jember dan
Kabupaten Bondowoso. Sedangkan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi
meliputi wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Hal i
dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga akan
mudah dijangkau oleh Wajib Pajak yang ada di dacrah Kabupaten Situbondo dan
Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya perubahan ini Kantor Dinas Luar dapat
dikelompokkan sebagai benkut:
1. Kantor Ihnas Luar Tingkat | Jember

a.  Kantor Dinas Luar Tingkat Il Jember

b. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Rambipup

¢. Kantor Dhnas Luar Tingkat |1 Bondowoso
2. Kantor Dinas Luar Tingkat | Banyuwang

a. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Banyuwangi

b. Kantor Dinas Luar Tingkat 11 Genteng

¢. Kantor Dinas Luar Tingkat [l Situbondo

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja Kantor Pelayanan Pajak
Jember

Struktur orgamsasi Kantor Pelayanan Pajak Jember dibagi menjadi

Kantor Pelayanan Pajak Tipe A yang dikepalai olch scorang kepala yang

bertanggungjawab atas scgala aktivitas sub bagian dan seksi-seksi yang ada di

Kantor Pelayanan Pajak Jember. Adapun struktur organisai Kantor Pelayanan

Pajak Jember dapat dilithat pada gambar 3.1. Dan penjelasan mengenai tugas

masing-masing sub bagian dan seksi secara terperinci adalah sebagai berikut:
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3.2.1 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember mempunyai tugas antara lain,
Menetapkan rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember agar pelaksanaan
tugas pelayanan perpajakan dapat berjalan lancar dan tepat
Menyusun rencana Pengamanan Penerimaan Pajak berdasarkan Potensi Pajak,
perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pembuatan risalah perincian dasar
pemgamanan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajb
Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.

Mengkoordmasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Tenaga
Fungsional Verifikatur dan para Tenaga Fungsional Pejabat sita negara guna
menngkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang tata
usaha, kepegawaian. keuangan dan rumab dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas Kantor Pelavanan Pajak

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas penatausahaan
berkas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tersclenggara
tertith administrast perpajakan

Mengkoordinasikan  dan mengendalikan penggalian potensi pajak dan
pengolahan data guna menyajikan mformasi perpajakan.

Memantau pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran
masa PPN/PPn BM untuk mengetahw tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Mengkoordinasikan  dan  mengendalikan penerbitan SKB  PPh,  Surat
Keputusan Penangguhan pembayaran masa PPN/PPh, dan SK PPN atas
barang terientu vang tertanggung pemerintah berdasarkan ketentuan vang
berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.
Mengkoordinastkan  dan mengendalikan  penertiban  ketctapan  pajak
berdasarkan laporan hasil pemenksaan, laporan hasil pemeriksaan lapangan,
penclitian formal/matenal atas SPT Tahunan PPh, PPh Pasal 21, atas hasil
pelaporan dan pembayaran masa PPh, PPN/PPn BM, daftar Wajib Pajak yang
diterbitkan SKP guna membenkan kepastian atas besamya pajak  vang
lerutang,
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Mengkoordinasitkan dan mengendalikan penatausahaan penerimaan pajak dan
pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan mumi Kantor Pelayanan
Pajak yang bersangkutan.

Mengkoordinasikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh kantor-kantor
pelayanan pajak lain, UPP Kanwil pusat serta instansi lain guna memberikan
informasi perpajakan yang akurat.

. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan laporan masing-masing

scksi, Sub Bagian Tata Usaha sebagar bahan untuk menentukan kebijakan
teknis dan operasional,

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas para pegawai di lingkungan
Kantor Pelayanan Pajak.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak sebagai

bahan informasi dan evaluasi bagi atasan.

3.2.2 Sub Bagian Umum

a.

Kepala Sub Bagian Umnum mempunyai tugas antara lam:
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha apar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan terpadu
Mengkoordinasikan surat masuk dan mengarahkannya sesuai dengan seksi
pengolahan atau alamat yang dituju agar surat tersebut dapat dikendalikan
dengan lancar, tertib dan aman.

Mengkoordinasikan pengurusan surat-surat keluar dari hngkugan KPP agar
surat tersebut dapat dikendalikan dengan lancar, tertib dan lancar
Mengkoordinasikan  pembuatan  daftar  perencanaan  pembiayaan  rutin
berdasarkan dana yang tersedia dalam daftar 1sian kegiatan dan data kebutuhan
dari Sub Bagian Tata Usaha Seksi Teknis di lingkungan KPP,
Mengkoordinasikan  penginventarisan alat perlengkapan kantor, formulir,
sesum dengan kebutubhan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Menyusun tanggapan atas Sural Hasil Pemeriksaan (SHP) dan  aparat

fungsional
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Kepala Sub Bagian Umum membawahi :

Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

(a) Menyusun rencana kinerja TU dan Kepegawaian agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar dan terpadu,

(b) Membuat konsep penyusun kenaikan gaji berkala berdasarkan peraturan
yvang berlaku.

(¢} Menyelenggarakan urusan surat keluar dari lingkungan KPP agar dapat
dikendalikan dengan lancar. tertib dan aman.

(d) Menyelenggarakan  pengurusan  surat masuk  dalam rangka tertib
administrasi sural masuk. :

(¢) Mengurus masalah kesejahteraan pegawai dalam rangka pelayanan kepada
pegawal.

Korlak Keuangan mempunyai tugas antara lain:

(a) Menyusun rencana kerja urusan keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar dan terpadu.

(b) Menyusun Daflar Usulan Kegiatan (DUK) di lingkungan KPP sebagai
bahan penyediaan dana kegiatan rutin tahun yang akan datang,

(c) Menyusun anggaran belanja tambahan di lingkungan KPP sebagai bahan
penyediaan dana kegiatan rutin.

(d) Menyusun daftar perencanaan pembiayaan rutin berdasarkan dana yang
tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK).

(e) Membimbing pegawai bawahan pada urusan keuangan dalam rangka
pembinaan pegawai.

(F) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas urusan keuanpan scbagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Korlak Rumah Tangga mempunyai tugas antar lain:

(a) Menyusun rencana kerja urusan rumah tangga agar pelaksanaan {ugas
berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyelengparakan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan kantor atau
rumah dinas atau pedung kantor sesuai dana yang tersedia.

(c) Membimbing pegawai bawahan pada urusan rumah tangga dalam rangka

pembinaan pegawa.
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(d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan ada Urusan Rumah
Tangga dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

(€) Menyusun laporan pelaksanaan tugas urusan rumah tangea scbhagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

(f) Menyelenggarakan  pelaksanaan  kebersihan,  keamanan kantor,

menylapkan pelaksanaan upacara bendera.

3.2.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyar tugas

antara lain:

a.

E

Mengkoordinasikan dan mengawasi penyusunan rencana kerja Seksi PDI agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data potensi perpajakan dan
data perpajakan lainnya.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan ekstensifikasi WP,

- Mengkoordinasikan  dan  mengawasi  pelaksanaan  perekaman  dan

penyempurnaan hasil perekaman data perpajakan untuk menyajikan informasi
perpajakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas KPP,
Mengkoordinasikan dan mengawasi penatausahaan data masukan dan data
keluaran sebagai bahan pengolahan dan penyajian informasi perpajakan.
Membimbing pegawai bawahan pada Seksi PDI dalam rangkaian pembinaan
pezawal.
Menyusun  laporan  hasil pelaksanaan tugas Seksi PDI  sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) membawahi - Korlak

PDU 1 (Data Masukan dan Keluaran), Korlak PDI Il (Pengolahan Data dan
Penyajian), Korlak PDI 1T (Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib
Pajak)

Kepala Korlak PDI 1 (Data Masukan dan Keluaran) mempunyai tugas antara

lain :

(r) Menyusun laporan kerja Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran sesuai
dengan perintah Kepala Seksi PDI agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
dan terpadu.
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(b) Menyelenggarakan penatausahaan penenmaan data perpajakan yang
dikinm secara rutin dan unit organisasi di lingkungan Direkiorat Jenderal
Pajak, Instanst Pemernintah, swasla maupun perseorangan serta data mikro
hasil pencarian data sebagai bahan pengolahan data perpajakan.

(c) Menyelenggarakan pemecahan dan gabungan untuk masing-masing WP
dan mengelompokkan data menurul kebutuban  untuk  memudahkan
penyortiran dan proses selanjutnya.

(d) Menatausahakan dan mendistribusikan data keluaran perpajakan scbagai
hasil perekaman data untuk mengetahui data masukan perpajakan yang
telah diproses oleh komputer dan serta guna menvampaikan mformas
perpajakan kepada seksi-seksi di lingkungan KPP atau umit yang
memerlukan,

(e) Membimbing pegawai bawahan pada Sub Seksi PDI masukan dan
keluaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Seksi PDI masukan dan
keluaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Korlak PDI 11 (Pengolahan Data dan Penyajian) mempunyai tugas

antara lain :

(a) Membuat rencana kerja Sub PDI sesuai dengan perintah kepala Scksi PDI
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu

(b) Menyelenggarakan penatausahaan data masukan perpajakan sudah diolah
oleh Sub Seksi PDI data masukan dan  keluaran untuk mengetahui data
perpajakan yang akan direkam.

(c) Menyelenggarakan perekaman data masukan perpajakan yang sudah diedit
atau ditranskip untuk menyajikan informasi perpajakan atau data keluaran
vang diperiukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas KPP,

(d) Menyempurnakan hasil perekaman data perpajakan berdasarkan list
kesalahan yang sudah diperbaiki oleh Sub Seksi Data Masukan dan
Keluaran maupun SPT Tahunan PPh yang telah diperbaiki WP untuk
menyajikan informasi perpajakan yang dapat dipercaya.
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(e) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai bawahan
pada Sub PDI dalam rangka kelancaran dalam tugas.

() Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Scksi PDI  sebagm
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3. Kepala Korlak PDI [l {Pengendalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajb

Pajak atau PAEWP) mempunyai tugas antara lain:

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Pengendalian Pajak dan Ekstensifikasi
Wajib Pajak sesual dengan perintah Kepala Seksi PDI agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar.

(b) Melakukan pencarian data untuk melaksanakan ekstensifikast WP
menyusun monograft dan kebutuhan lan.

(¢) Menvelengparakan penyvimpanan data perpajakan guna mengamankannnya
apar dapal dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas yang
diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(d) Melayani  peminjaman data perpajakan guna membantu kelancaran
pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak dan pihak yang memerlukan.

(e) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai bawahan
pada Sub Seksi Pengendalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pengendalian Potensi

Pajak dan Ekstensifikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.4 Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)
Kepala seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas antara lain:
a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja Seksi TUP agar pekerjaan dapat
berjalan lancar dan terpadu,
b. Mengkoordinasikan penyelesaian permohonan  pendaftaran WP dan
Pengukuhan PKP untuk dikukuhkan sebagai WP dan PKP.
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Mengkoordinasikan penyiapan, penginman atau permintaan blangke SPT
Tahunan PPh Kempos serta Penatausahaan SPT Tahunan dan yang telah
diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
Mengkoordinasikan penertiban STP SKP, SKPT, SKKP, dan SPb untuk
memberikan kepastian hukum atas jumlah pajak terhutang pada masa tahun
pajak vang bersangkutan,

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi TUP dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Tata Usahha Perpajakan membawahi ; Korlak Pendaftaran

Wajib Pajak (TPT), Korlak SPT, Korlak TAPSIP,

Kepala Korlak Surat Pembentahuan Pajak (SPT) mempunyai tugas

(a) Menyusun rencana kena Sub Seksi Pemberitahuan Pajak sesuai dengan
perintah Kepala Seksi TUP agar pelaksanaan tugas bejalan lancar dan
terpadu.

(b) Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan PPh
Perscorangan (formuhr 1770), badan (formulir 1771) dan SPT Tahunan
PPh Pasal 21 (formulir 1971) yang telah dus: oleh Wapb Pajak baik yvang
disampatkan secarn langsung maupun vang dikinm melalw pos untuk
mengetahur lingkal kepatuhan Wajib Pajak serla memperlancar prosedur
pengolahan data perpajakan.

{c) Menyelenggarakan sortasi atas hasil perekaman SPT Tahunan untuk
memudahkan penyaluran,

(d) Menyiapkan surat teguran yang telah direkam oleh komputer terhadap
Wajib Pajak yang telah/belum mengirimkan SPT Tahunan PPh guna
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

(e} Menyiapkan daftar Wapb Pajak perseorangan, badan dan PPh pasal 21
vang tidak memasuki SPT Tahunan sebagai dasar verifikasi lapangan atau
pemeriksaan lapangan.

{f) Mengkoordinasikan tugas bawahan pada Sub Seksi Surat Pemberitahuan

Pajak dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
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2. Kepala Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP) mempunyai
tugas antara lain

(a) Menyusun rencana kerja Sub Sekst TAPSIP WP sesuai dengan perintah
Kepala Seksi TUP agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyiapkan berkas induk WP untuk menjaga keselamatan dan keamanan
berkas WP sebagai dasar kegiatan perpajakan selanjutnva.

(c) Menyiapkan dan mengirim Daflar Pengantar Ketetapan Pajak ke seksi
penerimaan dan penagihan untuk diproses lebih lanjut.

(d) Menyiapkan surat ketetapan pajak pada WP agar surat ketctapan pajak
terscbut dapat sepera diteima oleh WP yang bersangkutan tepat pada
waktunya.

(e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi TAPSIP
WP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

(f) Menyusun laporan hasil hasil pelaksanaan tugas pada Sub Seksi TAPSIP
WP sebagai pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

3. Kepala Korlak Pendaftaran Wajib Pajak (TPT) mempunyai tupas :

{a) Menyusun rencana kerja Sub Scksi Pendafitaran WP sesuai dengan
perintah Kepala Sekst TUP apar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
terpadu.

(b) Menyelenggarakan pelayanan pendaltaran WP PPh Badan dan OP dalam
rangka pengukuhan schagai Wajib Pajak.

(c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi
Pendaftaran Wajib Pajak.

(d) Menyiapkan Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP dalam rangka
peningkatan jumlah PKP.

(e) Menyelengpgarakan penginiman atau melayani permintaan blangko SPT
Tahunan PPh agar dapal segera diterima, diisi serta dikembalikan oleh WP
tepat pada waktunya.

(f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Seksi pendaftaran WP

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
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3.2.5 Scksi Pajak Penghasilan Perscorangan (PPh Orang Pribadi)

Kepala Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh OP) mempunyai

fugas :

.

Mengkoordinasikan penyusunan penyusunan rencana kerja Scksi OP sebagai
bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
Mengkoordinasikan  penyusunan rencana kerja, rencana pengamanan
penerimaan PPH OP berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi
keuangan, rencana penenimaan pajak dari Kantor Pusat Dircktorat Jenderal
Pajak dan Kantor Wilayah atasan scrta realisasi penerimaan tahun berjalan,
Mengkoordinasikan penerimaann penatausahaan SPT Masa dalam rangka
pengawasan pembavaran masa pajak penghasilan perseorangan
Mengkoordinasikan perckaman SPT Masa PPh OP secara periodik dan
bertahap ke Seksi PDI sebagai pengolahan dalam rangka pelaksanaan New
Payment Control System (NPCS).
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi PPh OP agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas Seksi PPh  OP  sebapai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi pimpinan.

Kepala Seksi Orang Pribadi membawahi : Korlak Ppm/PPh (PPh OP 1),

Korlak SPT (PPh OP 11).

.

Kepala Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Pajak Penghasilan

Perseorangan (PPHOP 1) mempunyai tupas antara lain

(a) Menyusun rencana kerja Sub Scksi PPM PPh OP agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyusun rencana rencana pengamanan penerimaan PPh badan serta
program operasionalnya berdasarkan potensi pajak, perkembangan
kegiatan ekonomi dan keuangan serta realisasi penerimaan pajak dari
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/kantor wilayah atasan atas
penanganan rencana penerimaan PPh Perseoranagan tahun berjalan,

(c) Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar penanganan pajak atas

permintaan WP berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
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(d) Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal
25 dan PPh Pasal 22 yang dibayar sendin dalam rangka pengawasan
pembayaran masa PPh Perseorangan.

(¢) Membuat konsep daflar WP yang akan dilakukan verifikasi lapangan
berdasarkan daftar wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran masa
dan atau kritenia yang ditentukan.

(f) Menyiapkan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP Masa PPh OP
berdasarkan verifikasi daftar WP yang akan diterbitkan STP.

Kepala Korlak Venfikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh OP II)

mempunyai tugas antara lain

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Verifikasi sesuai dengan perintah
Kepala Seksi PPh OP agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyiapkan konsep daftar penerimaan laporan hasil verifikasi lapangan
dan nota penghitungan STP masa pajak penghasilan perseorangan scbagai
dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan untuk tujuan lainnya.

(¢) Menelhih laporan hasil penelitian lapangan terhadap WP vang tidak
menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dalam rangka pembinaan terhadap
Wajih Pajak.

(d) Menyiapkan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP atau SKP PPh
OF berdasarkan laporan hasil verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak
PPh OP dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak.

() Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi Verifikasi
PPh Perseorangan untuk melaksanakan tugas.

(fy Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Seksi Verifikasi PPh

Perseorangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.6 Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Kepala Scksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas antara lain
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi PPh Badan sebagai

bahan penvusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
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b. Mengkoordinasikan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP Masa PPh
Badan berdasarkan Daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan STP dan surat
pemberitahuan tunggakan angsuran,

¢. Mengkoordinasikan pembuatan Laporan Bulanan Kepatuhan Pembayaran
Masa sebagai dasar untuk meneclaah efektifitas dan kepatuhan pembavaran
masd.

d. Mengkoordinasikan pembuatan Laporan Bulanan Penertiban Surat Tagihan
Pajak (STP).

e, Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi PPh Badan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi PPh Badan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi pimpinan,

Kepala Scksi PPh Badan membawahi : Korlak PPm PPh Badan (PPh

Badan 1), dan Korlak Verifikasi PPh OP (PPH Badan I1).

. Kepala Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PPh Badan (PPh Badan
I} mempunyai tugas antar lain ;

(a) Menyusun rencana kerja Sub Scksi PPM PPh Badan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar dan terpadu.

{b) Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar pengamanan pajak atas
permintaan WP berdasarkan hasil penghitungan berdasarkan penghitungan
ketetapan pajak.

(¢) Menyelenggarakan penernimaan dan penatausahaan SPT masa PPh pasal 25
dan PPh Pasal 22 vyang dibayar sendiri dalam rangka pengawasan
pembavaran masa PPh Badan.

(d) Membuat konsep surat pemberitahuan Perubahan besarnya anggaran PPh
Pasal 25 Badan berdasarkan data dan informasi vang ditenima sesuai
dengan ketetapan yang berlaku,

(¢) Membuat konsep dafltar WP vang akan dilakukan venifikasi lapangan
berdasarkan daftar WP yang tidak memenuhi pembavaran masa dan atau

kriteria lain yang ditentukan,
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2. Kepala Verifikast Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan [1) mempunyai tugas
antara {ain :

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Verikasi scsuai dengan perintah kepala
seksi PPh Badan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyusun rencana pengamanan penerimaan tahunan PPh Badan serta
program operasionalnya berdasarkan potensi  pajak. perkembangan
kegiatan ckonomi keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun lalu, serta
rencana penerimaan pajak KPDIP/Kanwil atasan untuk mengamankan
rencana penerimaan PPh Badan.

(¢} Menyiapkan penerbitan surat perintah verifikasi lapangan berdasarkan
daftar rencana verifikasi lapangan masa PPh Badan sebapai dasar
pelaksanaan tugas.

(d) Melaksanakan kegiatan tata usaha pada seksi PPh Badan yang meliputi
surat-surat keluar/masuk, penyiapan dan pengiriman laporan berkala dan
laporan lainnya dari Seksi PPh Badan serta surat-surat yang berhubungan
dengan pelaksanaan verifikasi lapangan, penyiapan sarana seksi PPh
Badan.

(e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi Verifikasi
PPh untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Seksi verifikasi PPh Badan

sebagal pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

3.2.7 Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh)
Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai
tugas antara lain :
a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi mengkoordinasikan
sebagal bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak. 3
b. Mengkoordinastkan  penyusunan  rencana  pengamanan  pencrimaan
pemotongan dan pemungutan PPh berdasarkan potensi pajak dari Kantor Pusat

Direklorat Pajak dan kantor wilayah atasan serta realisasi penerimaan tahun

berjalan.
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c. Mengkoordinasikan penerimaan dan penatasuhan SPT Masa dalam rangka
pengawasan pembayaran masa PotPut PPh,

d. Mengkoordinasikan  pembuatan  diagram  rencana  verifkasi  lapangan
berdasarkan usaha yang telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi PotPut PPh agar
pelaksanaan tugas begalan lancar dan terpadu.

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi PotPut  PPh  sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi pimpinan.

Kepala seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan membawahi: '

Korlak PPM Pot/Put (P2PPh 1), Korlak Verifikasi Pot/Put (P2PPh 1)

. Kepala Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Pemotongan dan ]

Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh 1) mempunyai tugas

(a) Menyusun rencana kerja kerja Sub Scksi penpawasan masa PotPut PPh
sesuar dengan penntah kepala scksi pemotongan dan pemotongan PPh
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyusun rencana pengamanan pencrimaan PotPut PPh serta program
operasionalnya potenst pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan serta
realisasi penenmaan pajak tahun lalu, rencana penenmaan dan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan kantor wilayah untuk mengamankan
rencana penerimaan pajak tahun berjalan.

(c) Menyiapkan pembuatan Konsep surat rincian dasar pengamanan pajak atas
permintaan WP berdasarkan hasil penghitugan ketetapan pajak.

(d) Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Masa dalam
rangka pengawasan pembayaran masa Pot Put PPh.

(e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi
Pengawasan Pembayaran Masa PotPut PPh apar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan terpadu,

(f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Seksi Pengawasan

Pembayaran Masa PotPut PPh scbagai perlanggungjawaban,
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2. Kepala Venfikasi Pemotongan dan Pemungutan (P2PPh [I) mempunyai tugas
antara lain

(#) Menyusun Rencana kerja sub seksi Verifikast PotPut PPh sesuar dengan
periniah Kepala Scksi Venfikasi PotPut PPh agar pelaksanaan tugas
herjalan lancar dan terpadu.

(b) Menyiapkan daftar rencana penelitian material/veriflikasi kantor atas SPT
tahunan PPh Pasal 21 sesuai dengan sesuai dengan kritena yang
ditentukan untuk dilaporkan atau dimintakan persetujuan Kepala Kanwil.

(¢) Menyiapkan penerbitan surat perintah verifikasi lapangan berdasarkan
daftar rencana verifikast WP Verifikasi PotPut PPh, sebagai dasar
pelaksanaan tugas.

(d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sub seksi venfikasi,
Verifikasi PotPUIt PPh dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(e) Menvusun laporan kegialan Sub Seksi Venfikasi Pemotongan dan

Pemungutan PPh sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.8 Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
(PPN dan PTLL)
Kepala PPN dan PTLL mempunyai tugas antara lain :

a. Menyusun rencana kerja Seksi PPN dan PTLL scbagai bahan penyusunan
rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.

b. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN/PPn BM

¢. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SSP/bukti Pbk dalam rangka
pengawasan pembayaran.

d. Menerbitkan surat teguran kepada PKP yang belum memasukkan SPT Masa
PPN/PPN BM untuk mengingatkan PKP akan kewajiban pajak dan sebagai
bahan verifikas:.

e, Melakukan verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPn BM dalam rangka
penerbitan STP atau surat keterangan pajak.

f Membina pegawaipada Seksi PPN dan PTLL dalam rangka pembinaan
pegawal.
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Kepala Scksi PPN dan PTLL. membawahi : Korlak PPN Industri, Korlak PPN
Perdagangan, dan Korlak PPN Jasa dan PTLL.
. Kepala Korlak PPN Industni mempunyai tugas antara lain :

(a) Menyusun rencana kenja Sub Seksi PPN Indusin sebaga bahan industri
penyusunan rencana kena Seksi PPN Industn dan PTLL.

(b) Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN/PPn BM
Industri.

(c) Melakukan penatausahaan SSP/bukti Pbk PPN Industri dalam rangka
pengawasan pembayaran,

(d) Menyiapkan konsep surat teguran kepada PKP yang belum memasukkan
SPT Masa PPN Industn untuk mengingatkan PKP atas kewajiban
pajaknya.

(¢) Menyiapkan konsep laporan bulanan KPP bidang PPN Indusiri sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas.

() Membimbing pegawai pada Sub Sekst PPN Industri.

2. Kepala Korlak PPN Perdagangan mempunyai tugas antara lain :

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi PPN Perdagangan scbagai bahan
penyusunan rencana kerja Seksi PPN dan PTLL.

(b) Melakukan penatausahaan dan pengecckan SP'I' Masa PPN/PPn BM
perdagangan,

(¢) Melakukan penatausahaan S5P/buktt Pbk PPn Perdagangan dalam rangika
pengawasan pembavaran,

(d) Menyiapkan konsep surat teguran kepada PKP vang belum memasukkan
SPT Masa PPN Perdagangan untuk mengingatkan PKP atas kewajiban
pajaknya.

() Menyiapkan konsep laporan bulanan KPP bidang PPN Perdagangan sesuar
dengan ketentuan vang berlaku sebapai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas.

(1) Membimbing pegawai pada Sub Seksi PPN Perdagangan.
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3.

Kepala Korlak PPN Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

mempunyai tugas antara lain ;

{a) Menyusun rencana kerja Sub Scksi PPN Jasa dan PTLL sebapai bahan
penyusunan rencana kerja Seks) PPN Jasa dan PTLL.

(h) Melakukan penatausahaan dan pengecckan SPT Masa PPN Jasa.

(¢) Melakukan penatausahaan SSP/bukti Pbk PPN Jasa dan PTLL dalam
rangka pengawasan pembayaran.

(d) Menyiapkan konsep surat teguran kepada PKP yang belum memasukkan
SPT Masa PPN Jasa untuk mengingatkan PKP atas kewajiban pajaknya.

(e) Menyiapkan konsep laporan-laporan bulanan KPP bidang PPN Jasa dan
PTLL sesuai dengan Ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan (ugas.

(f) Membimbing konsep laporan hasil material dan Penenmaan bea Materai
serta PTLL.

3.2.9 Scksi Penagihan

=

b.

kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas antara lain :
Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar dan terpadu.
Mengkoordinasikan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat perintah
melakukan penyitaan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.
Mengkoordinasikan pembuatan konsep pembuatan jadwal waktu dan tempat
lelang ke Kantor Lelang sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik atau
kekavaan Wajib Pajak.
Mengkoordinasikan pembuatan laporan pelaksanaan penagihan pajak untuk
mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak.
Mengkoordinasikan pembuatan laporan tata usaha piutang pajak untuk
mengetahu jumlah tunggakan pajak penjems dan pertahun pajak
Mengkoordinasikan pembuatan laporan tunggakan pajak dan daftar pencairan

tungpakan pajak 100 wajib pajak.
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g Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi penagihan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
Kepala Seksi Penagihan membawahi : Korlak Tata Usaha Piutang Pajak
(TUPP), dan Korlak Penagihan Akt
I. Kepala Korlak Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) mempunyai tugas antara lain :

{a) Menyusun rencana kerja tugas Sub Seksi TUPP sesuai dengan perintah
Kepala Seksi Penagihan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

(b) Menyiapkan lembar perhitungan lebih bayar dan dafiar tunggakan pajak
bagi WP yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat
keputusan pengurangan adat kartu pengawasan tunggakan pajak.

(c) Menyiapkan konsep laporan tunggakan perjenis/pertahun pajak.

(d) Membimbing pegawai bawahan pada Sub Seksi TUPP dalam rangka
pembinaan pegawai.

(¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Scksi TUPP
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Korlak Penagihan Aktif mempunyai tugas antara lain

(a) Menyusun rencana kerja tugas Sub Seksi Penagihan Aktif sesuai dengan
perintah kepala seksi, agar tindakan pajak dapat dicairkan.

(b) Menyiapkan penerbitan surat teguran pajak berdasarkan buku pengawasan
penagihan, agar tunggakan pajak dapat dicairkan.

{c) Menyiapkan penerbitan surat paksa berdasarkan buku pengawasan
penagihan, agar tunggakan pajak dapat segera dapat dibayar dan daluwarsa
penagihan pajak dapat dihindari.

(d) Menyiapkan penerbttan surat perintah melakukan penyitaan berdasarkan
buku pengawasan penagihan dan surat pemberitahuan akan dilakukan
penyitaan scbagai dasar pelaksanaan penyitaan.

(e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Secksi dalam

kelancaran pelaksanaan tugas.
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3.2.10 Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas antara lain
Menyusun rencana kerja Scksi PenKeb agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
dan terpadu
Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kelengkapan dan kebenaran SSP
dan pembukuan pada Buku Kas Harian untuk mengetahui jumlah penerimaan
Pajak KPP vang bersangkutan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan penerimaan kas bruto maupun
kas murni dan netto sebagai bahan dasar perincian penerimaan pajak KPP
yang bersangkutan,

Mengkoordinasikan  pelaksanaan  dan  penatausahaan  SKKPP/SKPB,
penghitungan lebih besar (PLB) dan data hutang pajak  dalam  rangka
membenkan pelayanan WP tentang keputusan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

Mengkoordinasikan  pengidentifikasian  surat-surat  keberatan dan atau
permohonan yang diterima dann WPdalam rangka penyelesaian keberatan,
konsep uratan banding dan peninjauan kembali atas ketetapan pajak.
Mengkoordinasikan pembuatan surat himbauan kepada WP agar mengajukan
kembali surat keberatan dan atau permohonan sesuai dengan persyaratan
formal yang ditentukan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi PenKeb dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Membimbing pegawai pada Seksi PenkKeb dalam rangka pembinaan pegawai.

kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan membawahi - Korlak Tata Usaha

Penenimaan. Restitusi dan Rekonsilias:.

1.

Kepala Korlak Tata Usaha Penerimaan, Restitusi dan Rekonsiliasi mempunyai

tugas antara lain ;

(a) Menyusun rencana Sub Scksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitust sesuai
dengan penntah Kepala Seksi PenKeb agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar dan terpadu.
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(b) Penyiapan konsep/met laporan rnincian Penerimaan Pajak (L.P3)
berdasarkan buku kas perincian sebagai penerimaan pajak KPP

(¢) Menatausahakan SPMKP/SPMB yang telah divangkan oleh Wajpib Pajak
dalam mngka tertib administrasi.

(d) Menyiapkan daftar perbendabaraan no. 8 (Pajak) berdasrkan Buku
Restitusi dan atau SPMKP/SPMB lembar ke-2 vang telah divangkan, yang
telah diterima dari Bank Pembayar (Bank Tunggal) atau dari kantor pos
untuk mengetahui jumlah realisasi pengembalian pajak oleh negara pada
KPP yang bersangkutan.

(e) Menviapkan penerbitan tagihan bunga kepada WP atas terlambatnya
penerbitan SPMEKP.

(f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pegawai bawahan pada Sub Seksi
TUPPR.

(g) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Rekonsihasi sesual dengan perintah
Kepala Seksi PenKeb agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

(h) Meneliti kelengkapan dan kebenaran Laporan Hanan Penerimaan dan
Pengembalian Pajak (LHPP) berupa DA 08.01 (ex KK 26} atau surat
pengantar SSP Kanwil (SPS Kanwil) dengan SSP untuk mengetahui
penerimaan pajak pada KPP yang bersangkutan.

(i) Menyalurkan SSP dengan SPS untuk kepentingan pengawasan
pembayaran pajak.

(1) Mengirimkan SSP dan bukti Pbk dengan surat perhitungan antar Kantor
Pelayanan Pajak (SPOh Kirim) ke KPP yang berhak/yang bersangkutan
untuk tertib administrasi.

(k) Membimbing pegawai bawahan pada Sub Seksi Rekonsiliast dalam rangka
pembinaan pegawal,

(1} Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Scksi
Rekonsiliasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

. Kepala Korlak Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) mempunyar tugas:

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Keberatan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar dan terpadu.
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(b) Melakukan identifikasi surat-surat keberatan dan atau permohonan
peninjauan kembali ketetapan pajak dalam rangaka penvelesaian keberatan
konsep uraian banding dan peninjauan kembali atas ketetapan PPh OP
Badan, dan PotPut PPh,

:

(c) Menyiapkan konsep surat penolakan atas pengajuan keberatan, dan atau
permohonan peninjauan kembali WP vang tidak memenuhi persyaratan
formal.

{d) Menyiapkan konsep risalah penyelesaian keberatan yang wewenangnya
dilimpahkan kepada KPP.

(¢) Menyiapkan konsep laporan bulanan penyelesaian keberatan, banding dan
peminjavan  kembali atas ketetapan pajak berdasarkan buku register
masing-masing,

(f) Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi
keberatan PPh dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

3. Kepala Korlak Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya (PPN dan PTLL) mempunyai tugas antar lain :

(a) Menyusun rencana kerja Sub Seksi PPN dan PTLL sesuai dengan perintah
Kepala Seksi PenKeb agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu

(b) Melakukan identifikasi surat-surat keberatan dan atau peermohonan dalam
rangka penyelesaian keberatan, konsep uraian dan  peninjauvan kembali
atas ketetapan PPN/PPn BM.

{c) Menyiapkan konsep surat penolakan atas pengajuan keberatan dan atau
permohonan WP yang tidak memenuhi persyaratan formal.

(d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Seksi Keberatan
PPN dan PTLL dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(e) Mencatal tugas yang diterima dan tugas yang dilaksanakan pada buku

produksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.11 Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan
Kantor Penyuluban Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan seccara

struktural dibawah KPP dan bertugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan
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konsultasi perpajakan kepada masyarakat meliputi semua jems pajak yang

menjadi wewenang pemungutan Dirjen Pajak. Jumlah Kantor Penyuluhan Pajak

di Kantor Pelayanan Pajak ada dua yaitu :

a. Kantor Penyuluhan Pajak Jember

b, Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso

Untuk menyelengparakan tugas tersebut Kantor Penyuluhan Pajak dan

Penpamatan Potensi Perpajakan mempunyai tugas -

a  Mengkoordinasikan penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan. Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnva serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat,

b, Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak
lLangsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat,

Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan terdiri dan : Korlak

Tata Usaha, Korlak Penyuluhan Pajak dan Korlak Ekstensifikasi dan Monografi.

3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Jember
Sebagai aktivitas kerja dalam menyelenggarakan tugas seperti yang telah

ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, KPP Jlember mempunyai
beberapa bagian atau seksit untuk mempermudah pekerjaannya. Masing-masing
seksi mempunyai kegiatan, tetapt masih memiliki kelerkaitan anlara seksi yang
satu dengan vang lainnya. Secara garis besar kegiatan pokok Kantor Pelayanan
Pajak Jember adalah sebagai berikut ;
1. Kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha

Kepiatan pada scksi adalah mengenai masalah intern kantor, antara lain

masalah kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapannya, urusan tata

usaha.
2. Kegiatan pada Seksi Pengolahan Data dan Informas: (PDI)

Kepiatan pada seksi ini adalah melakukan urusan pengelolahan data, penyajian

informasi, penggalian potensi perpajakan dan ckstensifikasi Wajib Pajak,
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Kegiatan pada Seksi Tata Usaha Perpajakan

Kegiatan pada seksi ini adalah mengenai urusan tata usaha WP meliputi
pendaflaran WP, pengiriman sural pemberitahuan pajak tahunan, menerima
pengecekan  sural pembentahuan pajak tahunan (SPT) penelitian  surat
ketetapan pajak dan mengarsip berkas Wajib Pajak.

Kegiatan pada Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Kepiatan pada scksi adalah melakukan penatausahaan dan pengecekan surat
pemberitahuan masa, selain itu seksi pajak penghasilan perseorangan juga
melakukan verifikasi laporan atas SPT Masa dan SPT Tahunan terhadap
Wajib Pajak yvang tidak memenuhi pembayaran masa PPh Pasal 25. Seksi i
Juga mengadmimistrasikan SP1 Masa ke dalam Buku Repister, Buku Tabelaris
dan mengarsip ke dalam berkas Waynb Pajak.

Kegiatan pada Seksi Pajak Penghasilan Badan

Kepmatan pada seksi imi adalah melakukan penatausahaan dan pengecckan
surat pemberitahuvan masa untuk memantau dan menyusun laporan
pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT
Tahunan Badan.

Kegiatan pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
Kegatan pada scksi im1 adalah melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT
Masa dan SPT Tahunan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
WP yang ftidak terdafiar dan yang tidak dimasukkan dalam surat
pemberitahuan. Dalam melakukan penatausahaandan pengecekan SPT Masa
dan ke dalam Buku Tabelaris dan mengarsip ke Buku Wajib Pajak.

Kegiatan pada Seksi PPN dan PTLL.,

Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan wurusan penatausahaan dan
pengecekan SPT Masa PPN/PPn BM, menyusun rencana pengamanan dan
penerimaan Sub Seksi PPN Jasa, Industri dan Perdagangan berdasarkan
poiensi pajak, perkembangan ckonomi, keuangan dan realisasi penenimaan

tahun lalu serta realisasi tahun benjalan.
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Kegiatan pada Seksi Penagihan

Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan tata usaha pivtang dan tunggakan
pajak serta menyiapkan surat teguran dan melakukan penagihan paksa kepada
Wajib Pajak.

Kegiatan pada Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kegatan pada scksi ini adalah melakukan urusan tata usaha penerimaan dan
restitust yailu penyusunan laporan penenimaan pajak, pembukuan remster,
pemindahbukuan, mengolah dan  menatausahakan  bermacam-macam
penerimaan pajak serta mengarsip surat keputusan pengembalian pembayaran
pajak dan surat-sural perintah membayar kelebihan pajak dan melakukan
rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyalwan S55P seita surat
perhitungan pajak.

Kegiatan pada Seksi Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya
Kegiatan pada seksi im adalah mengadministrasikan pembayaran pajak
pertambahan nilai, sedangkan tempat untuk membayar pajak adalah bank

persepsi atau kantor pos dan giro yang telah ditunjuk oleh pemerintah
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BAB YV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Kantor
Pelayanan Pajak Jember mengena Prosedur Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21
dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

a Segala prosedur kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jember
telah dilaksanakan sesuai dengan peraluran-peraturan vang dikeluarkan olch
Departemen Keuvangan R1 atau Direktorat Jenderal Pajak.

b Struktur organisast Kantor Pelayanan Pajak Jember menggunakan struktur garis,
dimana para bawahannya bertanggung jawab langsung pada pimpinan, dan
pimpinan memberikan wewenang langsung kepada para bawahannya.

¢. Kantor Pelayanan Pajak Jember adalah tempat yang ditumuk oleh pemenntah
untuk memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat/Wajib
Pajak Pelayanan tersebut meliputi: pelayanan atas penggalian potensi pajak
dengan penyuluhan perpajakan, pelayanan dalam NPWP, pelayanan dalam
pelaporan pembayaran pajak, pelayanan penerimaan pajak, restitusi pajak,
pelayanan atas keberatan dan pelayanan atas angsuran bulanan serta penundaan
pajak

d. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak
yang terutang  scsuai  dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan, schingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib
Pajak sendir,

Prosedur Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak
Jember adalah sebagai berikut;

I Setelah Wayib Pajak membayar angsuran pajaknya, maka Wajib Pajak diwajibkan
melaporkan pembayarannya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui TPT dengan
membawa bukt pembayaran dari Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro berupa SPT
Masa PPh Pasal 21. SSP lembar ke-1 dan ke-3, serta kelengkapan formulir
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penerimaan SP'T Masa yang lainnya yaitu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

2. Petugas penerima SPT' P2PPh di TPT memeriksa, merekam, dan membuatkan
LPAD dan BPS atau potongan LPAD sebagai bukti tanda terima dengan memberi
tanggal, cap KPP dan memarafnya.

3. Kelengkapan formulir penerimaan SPT Masa yang terdiri dari: LPAD, SPT Masa
PPh Pasal 21, SSP lembar ke-3, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, dan Daftar
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 diberikan kepada petugas penerima SPT P2PPh,
sedangkan SSP lembar ke-1 dan BPS (Bukti Penerimaan Surat) atau polongan
LPAD diberikan kepada Wajib Pajak.

4. Sctelah diadministrasikan petugas penerima SPT P2PPh membuat Register
Harian kemudian diserahkan ke Seksi P2PPh.

5. Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) P2PPh menerima
Register Harian penerimaan SPT Masa beserta formulir kelengkapannya yang
terdin dari: LPAD, SPT Masa PPh Pasal 21, SSP lembar ke-3, Bukti Pemotongan
PPh Pasal 21, dan Daflar Pemotongan PPh Pasal 21 dari petugas penerima SPT
P2Pph di 'TPT, memaraf dan selanjutnya meneruskan kepada Seksi P2PPh untuk
dicatat ke dalam Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa (Data Otomisasi
Penerimaan),

6. Setiap scbulan sekali Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa diparaf dan
ditutup oleh Kepala Sub Seksi PPM P2PPh.

7. Petugas Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa menyortir  formulir
kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut sesuai urutan NPWP dan
meneruskan kepada petugas Operator/Tabelaris.

8. Petugas Operator/Tabelaris menerima, meneliti kelengkapan formulir penerimaan
SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut kepada Petugas Berkas Tahun Berjalan.

9. Petugas Berkas Tahun Berjalan menerima, meneliti kelengkapan formulir
penenmaan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut dan memasukkannya ke dalam
berkas atau map menurut urutan NPWP.

10. Daluarsa.
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Nama : Agustina Susanti

NIM : 010803104081

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : D-IIT Akuntansi
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Jember 10 Januari ,_‘“'u:llfl

F.r131m

Pemutong Pajol/Kuasa (7

Tanda tangan, nama dan cap

Soedjono, SE

Iral 2-dhisi 2
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lampirsn ¢

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

! KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Arsip WP
PWP olal.lalsd |- lsklzl.-le]-lsk ls]-lob |o

i g dewpan Nomor Pokok Wailh Pajak apngr ety

AMAWP . CV, X

............................................................

LAMAT : J1.Gajzh Mada 178

..............................................................

\
T DEPARTEMEN KEUANGAN R SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1 '

--------------------------------------------------------------------

IAP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

IE J“I_i‘l 1 |'1 b i:} Pﬁmbl}rﬂ.r.ﬁl:l_ PH]Pﬂﬂal A S L A |

...............................................

Masa Pajak Tahun
in | Peb | Mar ! Apr

| L .
[\Iui|,l|ln Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | R 2 19 ‘0 §J

Fi tiecla wilog padi sl veiw kodom Bulan itk miese v hevdencan

imor Ketetapan |_- | __l [ 4] | / [ ! | | J I I| | / | |I | | / | ll__|
of yeseenS Nomor Ketetgpor - §T0 SEPRE, SKPERT
mlah Pembayaran Terbilang - . Seratus. Tujuh. Puluh Empat. Ribu...........
i e R d2ahihe b 05 L O P [
h 1?&]109'90 o\ - e
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajal/Penyetor
Tanggal 1.0=01.22004.... BT 1o TS R 2 1B 1.0mQL 2 004

Coapr dane tundia Feeergein Cir elewi s Sy

ama Jelas : SRR o BN 3 B 105 8« WO Nama Jelas : ....8aed jona.,..SE

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

rrrrrrr

erddad Bty etk pengiaiin

1.32.01
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" DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

@ 5 DEPARTEMEN KEUANGAN RJ
T/ KANTOR PELAYANAS PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

I-HMBAR@

Untuk KPP melalui KPEN

s [4]. |sle [7]. |8]-[s]2]6].[op |o]

P o [1]. |2

want demgi Nowsor Polod IR Fagak yasg deriiiike

1A WP L
MAT J1.Gajah Mada 178

.....................................

................................

...........

YKode Jenis Pajak

N EENEY

Kode Jemis Setoran

[1o |o]

......................................

..............................................

.............................

Masa Pajak

Tahun

Apr | Mei

Jun J Jul

Ags

12| o] ols |

Tt danbeain bewnatipngeonyw pugjeed

Sep l Okt

NWIJikﬁ

e

ued wiferoend fraiedie soplads sgtbi Befoere Fanfieey warvtink moave e Bevkomaan

w Ketletapan

| = | |}l 18 |

LS L Jpise | ] 1/

wod imee Kateinpon O STE SKPKR, SKPERT

th Pembayaran

UbE ragath peninh

174.,100,00

Terbilang

.....................................................................................

et L e R LT I L T T T ey

Niterima olch Kantor e

wecima Pembayaran
Fanggal 10'0'5_5.&‘

Cangr ey fomada favrgon

Sri Waningsih

Wajib Pajak/Penyetor
SJember. ... Mgl 102012004

gt dlaed Seonler amesns

i Jelas :

Nama Jelas : ... Sosdjono,SE

 Validasi Kantor Penerima Pembayaran

b ek partrnink penpisian

1.01
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Ill--l'.tln'l-:w:l.\' m-.ll.ut:t‘: BRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR a
' DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |l
! KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Uitk clilincibae
P Lottt Pt oleh WE ke KPP
WP o] ], ‘F‘|5ﬂ 51617]. 8- lsl2 16| [olol ]

st lewsgran MWenane Dokl Bl Pigfiad pveons diveididd

\MA WP B e A e pr e M el
LAMAT s kL o ey e |
I o G o
AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
Pembayaran PER.Peaal 2. .. it
Lol ]1] " lo]9f .
: - Alan, Desanber 2005 0 .00 s e e e
Masa Pajuk Tahun
1 | Peb ( Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nop | Rest | 2 | 99 | 5 ]
) L PR el Bovnfoengines pafil
tonapiled .'J.|I|'|'|'|_I,:-.|".l.'||lll verlealt i kerfrm fardien wndaek anedn Vo ferdendon

nor Keletapan

sewniel! Moo Ketesapon |

siale | U Al [0 b [z 1| Yienlm | Ta] M

NP SRR SKPRAYT

nlah Pembayaran Terbilang SeratusTu,juhH.lluhl:.mpﬂtﬂihu

adetigin il o

A74.100,00

Seratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran “auh P:qakfl‘t‘m(-im
Tanggal 1.0=00.=2004... Jember . , tg1 1901 =2004
Clapr vy faneder titnigicn

Clotge ey Nitelid: frtgeani

ima Jelas : ...S0l. A2ninesih Nama Jelas ; ...202djono,SE

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

cernd Bueker petnink pengs

32.01

N
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55 DEPARTEMEN KEUANGAN R
{ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
RANTOR PELAYANAN PAJIAK

SRR} 1| 12. - ol

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

-

Levear | 4

Lintuk Bank Persepsif
Kantor Pos & Giro

NI'WP

o fa]. |25 la].[5]6l7].|e]-]6 ]2

.'"E\_
=3

Ll e ot AWeidene Podoak Wapdh Pageid vproe idivenelidy

NAMA WP :
ALAMAT

Jembar

R

Kade Tenis Setormn

1] olo

MAP/Kode Jenis Pajuk

lo [l [1]

Uraian Pembayaran
Pembeyarsn PPh Fasel 21 =
Bulen Desember 2003

Masa Pajok

Tahun

Mar l Apr | Mei

Jan ‘ Peb

Jun l Jul ]_a\g'-:
| I

2 lolols |

Fhd el sedidicpnmpb o jigivik

Sep ’ Okt I Nup“m

Bewr feopfe wilings paedie soded iy Bedomn bl el mesid v bl e

Nomor Ketetapan

DN b Mosow Kedesagan | ST SKEPE R SRPR T

30 50 I . S T O O

i Y AN

Jumlal Pembayaran lerbilang

Wi alompensi vl pertily

Rp. . 174,100,00

Diterimu oleh Kantor Penerima Pembayvaran
Tangeal 10=01-2004

Oy il vapelor fewpinn

Nama Jelas : ..Srl Wemingsih

B e L e L T L LT T T T e ——————

Wajik Pajak/Penvel
“lRbaPem ey 0 01 2004

Cortt it Baswdyr fipeii

Soed jono,SE

--------------------- L L LT T TR PR T T e PP ———

Mama Jelas ;

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Al wesdi Seke ek perpisian

2:0.32

01
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) Ji DEPARTEMEN KEUANGAN 1.1 SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR [ 5
49 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

=
| Y i LAYANAN PAJAKR . . =
L7 | KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untak Aisip Wajib Pungt

Jember atau pihak lain

NPWE |o|1| |?|%|ﬂl slslz].le]-le |2k |. [ 9of]
Lz oo wlenegan Nowge Pokolk Werinh Fuged v ol

ST R T L R SR e KRR Rt MR .
ALAMAT ¢ Jl.Gepah Meds 176

.....................................................................

---------------------------------------------------------------------

MADKode Jenis Pajak Kode Jenis Seloran Uraian Pembayaran
1 A loto] | FEMDEYAReR. ERD. ERERLEh i
IR fel A iR el Bulan Desembar 2005

Masa Pajak Tahun
' | : 2]o] 0] 5
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul ’«.gq HE|‘.~ Okt | Nop f DB
3 ferditin T o faifank
Hn: 1 beveddee s iferegr oo pal .'|' sertar heslenny vk wopnk pieexar vong T~ Wi

Nomor Ketetapan  : l— | !‘ | | | ."r| lJ ‘,r| | | / ! | | | / | | |

Ko st Nemor Kefedigpon - TR SEPEE SKPKET

fumlah Pembayaran Terbilang Sera tu.sTu,ju h : Puluh Eupﬂt , Ribu .......................

i el il geniied Ssre tm Hul'p.i. h

ATL,A00,00 ...

Diterima oleh K w l.rnhnj. aran Vajib Pajak/Penyetor
Tanggal .. ‘IIP{ EH EBB&F Jember : 'I-'J{ 0-01-2004
e J.".llu [ .".l ] v ahw fanefer ereigeint
Nama Jelas : ..Sei. Waningsib i, Nama Jelas : Sosd Jomn, ot

Lunng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

§ e ndnidd ki frertingnnd faengedadeg

2.0.32.01
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ST S——
Lampirsn 7 '

DEPARTFEMEN KEUANGAN RIFPERLIL INDONEST A ool @Y YA st ik
PIRERTORAT TENDERAL PATAK :

(L e T 1 Aettor Selavanm Mk
Leodwnr ke 3 yhgid FPenpong Pk

Nama Wajib Pajak . Wijays ,SE,Ax e e ST e e et ;
NPWP : 2B3.123,456.7 ‘.5?’?_..?’?‘.’.‘ .....................................
Alamat : Jlﬁ‘fﬁnlﬁ*j ..................
ot AL e,
3 Perkiraan ; PR
=] |
E5 Jumly Penphasilan Newo *) A sung dipotong
<E
.. Honorarium i T DR i p——— i, R e e e e
2. Upah Harjam,
Mingguan, Sutuan, %
Borongan, Uang . Rp. ... 0300.000,09 | o Rieoinim L0000
Saku Haran i
3, Honorarium atau
imbalan Lainnya
yang dibayarkan ¥
kepada Tenapa Ahll ; Rp, ..2.000, 900 00 40% ... 754 Rp. ... 150,033,009
4. Penarikan Turan
Dana pada Dana
Pensiun i R mhet i Tl R R = . oI I AL TR
5, Imbalan Lainnya 13 R il et et S Ry L. . e
JUMLAH Bp « A6T7.000,00
L |
.Jemoer. 8 Jenuari.... AQ04 .
Pemotong Pajak
Perhatian |
o dumlah Pajak Penghasifon voug dipatong iasi Mo C,; b x .........
meripaket angsiran atas Faypak Fengliosilon yang NPWP R 1 ?je’; 6T 8_595 0! ..]':]
ferutang Wk tidun paiok viing Bersangkaton. T R e R e
Simpanial it pemotongen i balk-baik e Alamal e bajah, Mada 178 Jember:

bepitafikenloh funial vang telah dipotong i
el Surgn Pemberiealuan Tdvetian

& Hurup oiisd dengan - benar dan lengkap, Teruscam
NEWP deaie Aleamet den gl T peghesiion Tanda ungan dan cap

Soedjono, SE

KR rPh 2.0 By - 95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK Ih]-’ll!-NF\IA

IHI'.EETOH T Egi;g)l.g' @ry UnlveI’SItaS J.:e‘rfrberk Pematong Majak.

&Empiren 800000

Lamibar Koo ) nuink

LIRS

i TS

l}l!ﬂ
m i

s

.IIJ.] JL!I!"

{hiie

Bukii Pem

= Kantor Pelavaran Fay

KP. PPh. 3.1/DBP-95

Tanda wangan, ity dan Lap

[ AT
e oOddong, SE.

l-\ Hii fidpbbddiig (i B gt ;
1. hndt“' - | - | _Tf'} -
> . atrie Rdan 200482/ K7 FS/V/op " 7+100 :
3[ ﬁl123¢h55‘97" | l
06, 000 { Wljaye SE, Ak BJanuarie22/K/PS v/ 0% 150,000 -
| | |
JUMLAH A, . 174,199
B, FINAL
| | |
|
| |
| I | r |
JUMLAH B. - |
|
| JUMLAH A + | eaeiil 5
Jember B Junuarg 904,
Untuh Ptmuhmun Pl Pusal 246 NPy
dalam kolom 7 {Kuterdangan) disehutkan E‘HIHIIHII[.' Pitiak
"PPh Fassl 26"
Mitma CV, X %
NPWER ’}T.T]fr.ﬁﬁ?.ﬂ-ﬁgf;!?ﬁ?
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 21 DAN 26
(KP.PPh.3.1/DBP-95)

{1} Diisi dengan nama Kantor Peluyanan Pajak (KPP)

{2) Diisi dengan masa dan tahind pajak PPh Pasal 21 dun 26

(3) Diisi dengan tangpal dibwitnya laporin

(4) Diis1 dengan Identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

(5} Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas
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NPWP

Nama Wajil Pajak

Alamal

i i
L Uang Pesa

atay AFBD ya
pleh PMNS, An

ngon,
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua'Jaminan Harl Tua
yang dibayarkan sekaligus

2 Honor & tmbalan Iain yang
dibebankan kepada APBN

POLRI/dan Pensiunan. Rpsaibisti ihniinngin,

DEPAICTEMEN KRELANGANREFUBNK INDONYST

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

e —

Lembar k- omiuk ¢ Wajih Pajak
Lembar ke-2 ummk 1 Kamtor Pelayamn Fajak

e 1)

Lembafbe-J Unbsk )=(Hefnming Pajuk

Lrang

ng diterima
ggotn THI/

JUMLAH

Terbilung : ...

........... rrar B

“1 lilat perunfil pengisiian

Pemotong Pajak

newe = | AR TN 1 fe 1 (ZB0) L T |

oy T R el W 0T D S Y ST P

Perhatian ;

pajak dalam Surat

2, 'Bukti Pemotongan |

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipatong di atas hukan merupakan kredit

Tahunan PPh Orang Pribadi

diisi dengan lengkap dan benar,

Pemberitahuan (SPT)

ni dianggap sah apabila

Fil.1.33.02

Tunda tangan, nama dan eap
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S TTTTSSSRNN——

SPT TAHUNAN | FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 71 VeI

® 151 DENGAN HURUF CETAK / IKETIK

4o 4780 & HERI TANDA “X~ DALAM I:! (KOTAK) VANG SESIIAIL TAHUNTANKYIM |
f| e ® 151 DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS '
—— SESUAT PETUNJUK PENGISTAN
FEEPARTFRRARH KELAMGAR BRI

LEALE TURAT ITHOEE 2 i, Paisk

MPWT FEMOTONG PAIAK |J_| E_LJJ ‘ |_J L_I r | L|-| |

HAMA TEMOTOMNU PATAK

ALAMAT PEMOTOBO PAIAK: & i
KELURAHAN ! KECAMATAN ot P B R K b 3  g P e st 8 0 s B e A i BB i

PO 0 RS T L o, E e R s e BODE POS | | I

MO, TELEPOMN £ FAKSIMILL s P bbb s R B TR P ¥ #E ¥ S e SRR e tem i LAl e By Fr o

IENIS USAHA o L R e e e o e .. KLU |_|_! ] ]

HAMA PIMPINAN 4 W pranet

A DALAM TAHLIN TAKWIM YANG BERSANGEUTAN TELAH MELAKUEAN PEMOTO NGAN DAN FENYETORAN PP PASAL 21 [PAN PPh PARAL 26
SEBAGAl BERIKUT ;

JUMLA ] JUMEAN PENGHASILAN PP PASAL 21 £ PASAL 26 |
CAMAHNGAN PEGAWAL I"ENERIMA BREITO ITERLITANG I
| PEMNGHASILAN [Fuginh) {Ruipiuhi]
) in ) i2) i1 1]
I PEGAWAL TETAP DAN | PENERIMA PENSILN. ATAL
TUMIANUAN HARITUA ¢ TATURNGAN HARITI T
(THT) L IAMINAN AR TUA (JH |
(Thisl dard Formulir FT21-A) "
-} PEGAWAL TIDAK TETAD PENER WA TICMEHEARILL M
PAN PENCGHASILAN LAINMNYA / PENTRIMA
PENGITASILAN YANG INKTNAKAN PPY PARAL 2]
BERSIFAT FINAL / PEGAWAL DENCAN STATLS
WANE PATAK LUAR NEGER]
[ Dhrsiclar Formulir 1721-8) =
1| ruMLAnED %
4 FPETASAL 21 LATAMGOIMG PEMERINTATT (THiE Jurd Formalie 1721 oA dan [721-H1 —
5 Pl PASATL 21 AN ATALIPASAL 26 HARUS BISETOR (Amgka X kolom & - Angka 4) 7 =
] P PARAL 21 DAN ATAL PASAL 36 YANO TELAL DISETOR s F
7 STP PR PASAL 71 I3AN ATATT FASAL 2611 langya Pakok ik -
B ITUMLAH [+ =
# | . D PPh PASAL 21 PIAN ATALL PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angkn & - Angha ) -
h D Pith PASAL 21 BAN ATALL PASAL 26 YANG LEBI DISE TOR (Angks & - Anplka 9 & 7T
JUMLAH PADA ANGEA 94 THLAH DILUNASE PADA TN AL e o resmreterteniesereoes
n PP PASAL 21 DAN ATAU PASAT 26 YANG LEBTH DISETOR PADA ANGEA 9 b DMPERHITUNGKAN DEMGAN PEMAAYARAN
Pt PASAL 21 DAN ATAL PASAL 26 UNTUX BULAN | Pl oL L R e AT

| LAMPIRAK
SELAINTAMPIRAN (7204, 172 1-A1 ATAL ITAT-A2, 1721 0. DAN T, AERSAMA (M1 KARE LAMPREAN PIILA

L[] SURATSETORAN PAIAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 5. | | DAFIAR BIAYA UNTUK WA PAIAK VARG TITHAK. WA
MEMASUKKAN SPT TAULINAN PPl BADAN
L[] DAFIAR PEGANAI TIDAK TETAP YANC PP NYA 6. [ ] LAPORAN KEUANGAN KERIASAMA OPERASE DALAM HAL
DITANEGGLNG PEMERINTAK PEMOTUNG PAIAK ADALAH KERIASAMA OPERASI
L[] SURAT KUASA KHLS1US L[] rOTOROPL IKTA KARVAWAN ASING
4[] PEMBERITAHUAN PEMIETULAN NAMA DANATAU 8 .. . . .
ALAMAT

(1] IERNYATAAM

DENGAN MENYADAR] SEPENUHNYA AKAN SEGALA ARIAATNYA TERMARTIK SANKS] -SANESE SESLAL DINGAN KETENTIIAN
FERUNDANG- UNDARGAN YANG HERLAKU, SAYA MUNYATAR AN BAHWA APA YANG TELAH SAYA  AERITAHUKAN DI ATAS
RESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANMNYA ADALAL DENAR, LENGEAP, TIAN JELAS.

1 remamons parsk TAMDA TANGAN DAN CAD PERUSAILAAN

[ ] Kuasa HAMA I TRGEAT AN NEw

Fl 3219
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IEFAETEMEN BELARNIAN A
TMEKTERAT IPNGOLAL PATAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LAMPIRANI

SPT TAHUNAN

FORMULIR

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU

M PEMETTUNG PAIAK

HAMA PEMOTONO PATAK

TUNJANGAN HARI 'TUA / TABUNGAN

HARI TUA (THT)  JAMINAN HARI TUA (JHT)

1721 -A

TAITUN TAKWIM

A DAFTAR PEGAWAL TETAR VAN PEMERIMA PERSIUN ATALUTHT £ I0T YANG PENGHASILAN NETONYA MELERIN PTEP

PTh DETANGGUNG
PEMERINTAN
|Rlapinh |

16

NI, PENGITARILAN TPh PASAL 21
LURUT SMAMA WM BRUTD ITRLTTA NG
{BLupialy (Ruzpiah)
i [T = Bl ) %
® [LMLAH ® L ARANG
YANG MEMPUNTAT MPWT - e ORANC
< YANG TIDAK MEMPLIMYAL MWW - AN
HAUMEAR PEGAWAL TETAP DAN FENERIMA PENSILN ATAL
THT { FHT YANG PENGHASILAN METOMYA TIDAK
MELEBIHI FTEP * (AN
C ITUMLAH A+B R b L SMRARG

Lalatan |

1 Pimdalikenns punla octng pecla © ke Formeulit 1720 hunat A sitgka | kelom (2
2, Pindaliai psrabch © keodeen {3) ke Fommaale 1728 bl A pngka | kolsn 02
3. Pindalkan sumlah € kolom (5) ke Formulir 1721 ol A sk | kelam (41
4. Pindalskan jumleh © kolom (6) ke Formialic 1720 Daiuf A anpgka d,

£ Lika ey Veermidie ind fidak cubip dapal dibuat omarmn tessendin sesual dengan bentuke Taemubir i

Pl 13247
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LAMPIRAN 1-A
SPT TAHLINAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

__—

LEBR. | : UNTUK KPP
LEBR. 2 : [INTIHIE PEMO-
TURHOE PASAK

LERT " UINTUK PECAWAL

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAL
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

IIPARTIPANE KITWNGAR B
TAFETORAT ERTe Rl FAME

FORMULIR

1721 - Al

® ORI TANDA X [3AI &M | (RAFEAR Y YANG RESTIAL

TAIILUN TAKWIM

Y

REIMORE URLT
HFWE PEMOTURG PAIAK

KAMA PEMOTONG PAJAK

A I . I ——— o e et

RAMA PEGAWAL ATAL PHRTRIMA PENSIIN FTHTEIHT b e st e seseseetbeer e st thentend (e ietear Lt

NPWT PEGAWAL ATAL PENERIMA PERSILIN ' TIIT £ JH1

ALAMAT PRGAWA| ATALT PEMERIMA PENEILS STHESTHT

TATATAN

STATLS , JIENIS KELAMIN, AN KARYAWAN ASING

TUMLAH TANGOUMGAN KELUARGS UNTUE FIE® | P “ TEL (L1158
MASAPENMONKHANPENOHASILAR T el TR ., .}
A RIMCTAN FEMGHARILAN DAN FEMGITTUNGAN PG PASAL 21 AFRAGIAT BERIELT = | iy
& PENGHASILAN BILUT - J
I CIAIT/ PTREEN ATAL THT S T = I |
8 TURIARGAN PP - -
TURIARGAN LAINKYA, LK LEMULUT. BEn ¥ i
k. PRONTHEARIU DAK IMBALAN LAIN SEIEMISNYA B a
L] PREMI ARLIEAME] YARC IMBAYAR PEMBERT KERIA R 1 5
& PEMERIMAAN DAL AM BENTLUER HATUIRA DAN KENIMATAN LATKNYA [ I
WAMN PTEENAKAN PEMUTTINGAM PPR PARAL 2] S
| LA e &b - - S 7
H. TANTIEM, RCENLIS, GRATIFTEASE JARA PRODUES, DAN THR - K
B | WMLAH FERGHASTLAN BRUTO{TWE] - mdraanens o L]
" PERGURANGAM =3
] BIAYAJABATAN ¢ HEAYA PENSILIN ATAS PENGIHASILAN FADA ANGEA T -3 1
| BIAYA JAIATAN fBIAVA FENSIIN ATAS PERGHASILAN PADA ARG §-— 5 I
B TUTRAN PEMEILM ATAL IVTRAN TEHT 7T - - » ta
} MUOMLALL PENGLIRANCIAM (104 | |41 . - * 1
B PENGHITUNGAN FPL PASAL 21
14 | AIMLATI PENGRASTLAN NETDU-LY) - —— e . . I-I
15 | PENCHABILAN NI MASA SERRLIMNYA = E i
L] AIMLAH PERGHASILAN METU UNTUK FERGITTUNGAN PPl PASAL 21 (SETARTN ¢ DISETANUMNEANY - wmnmemaee = In
17 | PERGHARILAN TIDAK KEMA PAJAK (FTER) e i i— 1 SR - i
I, | PENGHRASTLANKENA PAIAK SETANUNFISETATUNMRAN{IELT] — —oocmsmmmeaibio oo, " %
19, PPh PASAL 21 ATAS PERGIFASILAN KI™NA PAJAK SETAHIN | TESETANUNEAR  coeaeaie- = - in
0 PPhAKAL 21 YANG TEEAR DIPOTONG MAZASERELUMMYA —— o rrrrmrmrrmrnees e an
k4| ' PASAL 21 TERUTARL e T L P T T S e s o ¥ 2k
I Plh PARAL 21 BETA RGETLNG PEMERINTAL T Es P iy e £T R » 21
i TR PASAL 21 YANG HARLE DIPOTONG (2] =323 o pamsarprrrsa s s on s bhadosiidiasaitite S ah
24 PP PASAL 21 AN PFh PASAL 26 VARG TELAH DEFCTONG 1AM IMLUHAS] = *® b
[ & yamo koRANG mPoTONG (23 -24)
2 MIMLAT] PP TABAL 2] ay
[] & yAMG LEDDH DiroroMeg (24 23
| SUMEAHTERSESUT [ | a0 I0PCI0ORG AT PEMIANARAN GAINRULAN o TAHLM
PAEIA ARITES 25 g S e PRt S G LS AN S 26
TELAH I:III'[IIIII PLENGICAN TRENGAMN TP PASAL 31 BULAM...... TAIUK.... ... ...,
........... i:i-'-‘.l.;.;i.“] f:i;;;;;;i]
B, EI PEMETURG PAJAY, TANIEA TARGAN DAMN TAT TERUSAHAAN
| KUARA HAMMA LERGEAT DAN  MPWT

Catptan_, Formailie fan ilapal diperharyak sesuni dengan kepesiuan
T 1AL a8
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UNTUK BENDAHARAWAN ‘
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FETT TR T Wiy es ddee

® BERI TANTEA X DALAM 1 | IREVTAK ) YANID SRSUIAL

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TN/ POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA 1721 - A2
TANUN TAKWIM

FERMATIAN - FEMOTONG FATAK SELAR DENDAHARAWAN PEMERINTAI, FT TARPIN, FT ASARR] TIDAK PERLL MENYAMPATEAN LAMPIRAN [N

L R T |

HAMA INSTAMNS]  BADAN LAIN
WPWP NERDAHARAWAN
SAMA BENTIALLAILAWARN
ALAMAT THINIBATARAWAN
NAMA PEOAWAT PHNSTLINAN
WIP ¢ NRP

RPWE FRCIAWALZ FENSILNAN
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ITANTTIEAT ¢ OLOMNGAM
JARATAN
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I:] KAWIN
K

" D ﬁm#mwﬁu ]

LAKELAKE H PERIMPLIAN

JUSALATE TASGEE BIAN KELUTARGA UNTTIK TP KL BN
MASA FEROLETIAN PERGHAML AN - Y G . S
A, MINCIAMN PESGIARILAN DT FPENGHITUMNOAN TP PASAL 21 SEBAGAT RERTKLIT

®  PUNGHASHAN BRUTD
| G PN J PN — - -
i T AMAR BT - LT3
L TUMIANTTAN ANAK » | —
4 PUSLAM (k44 TAN TIRIANCAK KELIJARDA {1=7+1) = LH
- TUNITAMUGAN PEADATLAN PENOBPARILAN —— LA Rp — -
U1 TUNIARUAN ETRUKTURAL ¢ FUNGEICRAL — L —
1 TURIAMCIAN TRITRAN i Iy
L] TURIAMUIAN KVLISRIE g " lip
L] TLIIAMUAN LAIN-LAIN i Tl Ll * - I ——
1 LR A ol gl W) ¥ Y
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i WAYA I NRATAN I IAYA FESEIN - 5] ¥
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I PEMGILATILAN KLKNA FAJAN, (53 .18 - LF3
(L] P PASAL 21 TRELTARG = Kn -
1 PP, PASAL 1 Vs TELAN THPOTORG J - | T

[T o ks gaimasian gt | |8 -
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LAMPIRAN IT FORMULIR

Digital Re 6§EGWQS/§£§IitaS Jempd721-B

PAJAK PENGHAS

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAF/ PENERIMA HONORARIUM DAN TAHUN TAKWIM
e PENCGHASILAN LAINNYA/ PENERIMA PENGUHASILAN YANG DIKENAKAN J
e | PPR PASAL 21 BERSIFAT FINAL | PEGAWAT DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

LUAR NEGERI { i [ |

NP PEMATONG AR TS AT TN

NAMA PEMOTONG PATAK

RINCIAN GOLONCAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENCHASTLAN, DAK P PASAL 2) / PASAL 28 TERLITANG SERALUA] BERIKDT

PERGHASILAN i PASAL X1

N GOLONGAN PENERIMA. PENGHASILAN PENGIHASILAN SEHAGAI DASAR ARL PEE: DHTANGOUNG
HRLHO PENERAPAN PPh PASAL 28 PEMERINTAIN
TARIE TERL TAKL

{Rupial) (Rugrinki} {Ripiab)

e : i Rapisd )
{1y (8 1] i ) (L]

® Plh PASAL 21 TIBAK WERSIFAT FINAL

FHGAWAT HARIAN LEPAS DERGAN UPAH HARIAM,
MEENGOLIAN, SATLIAN, ROBORCAN, HIERNCEARTTIM
1AM IMIALAN L ATNNYA YANG  IUNLAT
PICINEIR AL TRAS IMIVAL AN LATHS AT BTN
IVHITUNGEATAS DASAR IANYAKNYA  HMARL YASC
LIPAKAL SERANYAK . LHEANG

1 FEGAWATTIDAK THRTAR FEMACIANG, AN CALEH
PECAWAL SETIANYAK AR ANCT

L | PEMERIMA WONCRARIUM, LIANG SAKLL AR AL
ATALL PENTHRARUAAN, RUSIST(TERMASLIE YasG
TICEERINA PO ASUIRANSE DAN FENAATA BARANG
EALRANGIAN YANU ILIKAN FECAWALTILAY), 1Ea
SISWAL AN PEMIAYARAN  LAINNYA YANG
JUMLATINYA EHITEUNGL  TIBAK. ATAS  DASAN
ANYAKNYA HARE YANU DIPEREUKAN NTER
MENYILESATRAN TARA ATAL KEGIATAN,
STRANYAK RANG

il KOMISAIIE { ANOCOTA BEWAN  PENCAWAS
YAMO TIDAK MERANGEAPF SHRACAL
PECAWAT TITAR, SEIRARYAK LEMLARL

§ PUETRINUAR  MEM FIIRECT  SELLING - DaN
KECTATAN SUOENTS LATNNYA SERANYAK
— DANC]

[ MANTAN PECAWAL BEBANYAK (AN

% PRARRTA FROURAM PhMSINAN, STIANYAK
DHAMC

L TUNACA ATLL PESCACATLL, ARLNTAN, ARSI,
PHORTREE, KOMATICTAN, MOTARIS,  MEMILAL AN
AETUARIS) SHNANYAK [V AM

® PEh PASAL 21 BERSIVAT FINAL
[ PENEIMA UANG PUSARGOM, ANEG TENMAN
PERSILY  ATALL  THMIANGAN  EAHD TS
TANUNCAM TIARTTEA { IAMINAN DIART THA YANG
IHIAYARKAN SERALIGUS |
n MANTAN - PEGAWAD  BUKAN  FENRIRIMA
PHNSILIN STRANYAK ORANG
b TERMANIK PECAWAL TETAP /  PENERIMA
THMSILIN PATA FOUMLI TR |T3]A
KEBANYAK . AN

i PIJATIAT  NRGARA,  PHGAWNT  NEEGERT KIPIL,
AN TA IME 0 MOLRL  LAN - PENSILINAN,
NERANYAK. o ANLANL

L1 FARAL 26
L | PECAWAL FEMIIIE IASA DENCAN S TATUS WANR
PAANK O LADSH NBGRE VARG ATAS

PEMCHIARILANSYA - DIPCOONCE Ph PASAL 20,
BUDANYAK . ... CRANG

1 [ JUMLAT Y il T0 (Rercuili B0 o CHRANK ] J__

LCatatan

I Faliabibenns ek 02 Gl | owal 80 Sopuadt Wb o b Kaslom (32 e Rormulie 1820 hord A angha 2 Godos (23
2 Tiisbatibon Jromabsty el ook (1) b Foremadoe 1920 vl A angha 2 koo (),

1 i fiombak pnits koo 51 be Porrmile 1720 haiif & stk 2 Salom (43,

A Plebalikun jabals packa kalios (0 ke Faemdic 1720 haf A anggho 4.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- TTTTTRSSSSS———
Lampiran 11

SE23 V1 P)@12/1993

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
lembar ke-2 untuk : Wajib Pajak

{
KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
di-
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 25
Khusus bagi ; |
l:l I. Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank .
I:I 2, Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Daerah
I:I 3. WP baru yang menyelenggarakan pembukuan
Bersama ini diberitahukan bahwa PPh. Pasal 25 yang terutang untuk masa bulan
............................................. AN e D IR R e i S e s iwh
(e e e L e R L e L W SR R o RS e e T e SRTCIRERE e i B 1
denpan pechitungan sebagai berikut :
1. Penghasilan Netto menurut |
[:] 1. Laporan Keuangan triwalan ........... Ty T o © R . SR S
DiseIRhunkan. = o Bl o N o eI e s e s it R Ry e
:I 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
PRI T i B e S AR AR sa L RA
[:] 3. Pembukuan bulan ........ooeeivions BRIV e oo PRI AR
Disetshunkan = [ZiXRD. oo citaiitbnns b iy ruais o R AN AR T T
h. Pajak Penghasilan setahun (tarip x penghasilan Netio *) R e Vet s s s s ama ey
z Angsuran: PPh Pasal 25 =0IM2 x Rp: oo miiio s ol [ Ty s el W SEREL Y JIN
Jumlah angsuran PPh Pasal 25 tersebut telah disetor tanggal .......o.ovvvviviiieiiriniereieeninenens 2B i
sesual lembar Ke-3 Surat Setoran terlampir.
"PERHATIAN
Beri tanda x dalam kotak yang bernomor sama | 0 crrrressrrresirersirnrreessnnesianessares 20.......
bagi yang bersangkutan
| Wajib Pajak
‘ R A S e 20..... vy
- Diterima tanggal
! Petugas DIRUER: ) e aime s viiidh The st
cap dan T e Pty port ST ATt et vt
IEEEEEGH vl o Cme = mdllE ST R T R e
...................................... o :
tanda tangan f
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SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL ............

Momor
Tanggal Penerhitan

N ama
NPWP i
Tahun / Masa Pajak :

MNa. URATAN

JUMLAN

RUPIAN MENURUT

WAJIB PAIAK
ALITH |

FISKUS
(R

L. | Dasar Pengenann Pajak

2. | Pajak Penghasilan Pasal

3. | Kredit Pajak

4. | Jumlbah yung masih harus dibavar @

E kurang bavar (2 -3)

E lebih bayar {3 -2}
|r. Mihil (2=3)

VAN ferutang

NIHIL

KPPPR2TI22I23II6/N-U5
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA !
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL

mar

sa / Tahun Pajak

iggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

orcdagsarkan Pasal 14 Undang-undang Ne. 16 Tahun 2000 jo. Undang- undang Mo, 17 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan / atau
ameriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :

ama |
FPWP
arl penalitian dan / ateu pemariksaan tersebut diatas, panghilungan jumiah pajak yang masih harus dibayar adalah sabagal berikut :
Pajak yang kurang dibayar Rp.
Sanks| Administrasi :

a. Rp.

b Rp.

[ Rp.

d. Jumilah sankst admlnlafmst Rp.
. Jumiah yang masih harus dibayar (1 + 2.d) Rp.

KEPADA a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Ph.21122 2% 28/ TP-85

¥,
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NPWP Diisi Oleh Petugas:

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHS . it o LoD e o Ui Al R d D Ihal | 11}

KANTOR PELAYANANPAJAKCAL. L NS o s

'5EMUJ’~ INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/ICETAK, Isi atau berf tanda x pada kotak jawaban yang sesual, (Lihat petunjuk) l
|

PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK
[ Pendafiaran [ Perubahan Data
; = Untuk Pendaftaran WP yang status usaha 2, 4, 5 sabutkan NPWP
P Jenks Wallb Pafak Pusat/domiaili/suami *, untuk Perubahan Data tulis NPWP
[ Grang Pribadi [] Badan [ Pemungul

A IDENTITAS UMLM
ThediGelar
WP Drang Pribadi)

2. Hama Wajib Pajak - . s i 1 "y
{secara lengkap tdak disingkat)

- Nama Wajib Pajak b I i e — |
(diisi sesuai KTP, tanpa gekar)

(5]

.

Alamal lempal kedudukantinggal:

Jdalan . : | ; 1 I
RTiRW !

KalurahanikKecamatan ; fin f
Kola'Kabupatan . — i f : : ,  Kodd Pos
5. Usaha/Pekeraan Oebas

Siatus Usaha . 1.Pusal 2 Cabang 3, Tunggal 4, IsldiJ0 5 OP Tedenly 6. 0P yang idak melakukan kegiatan usaha
atau pekerasn babas

Jenis Usaha/Pekerdazan Bebos

....................... e o 4 e o e x P

(diisi olah palugas)

Alamat tempat usaha kegialan
Jalan

RT/IRW !

S

Kelurahan/Wecamatan

L r—" i & e i ) L

KalaiKabupsten X . . s B 4 ; , Hode Pos L
6. Kewallban Pajak O] PPhPassi2s [ PPhPazal 21 [J PPh Pasad 22 [l PPh Pasal 23 O PPh Pasal 18

L anbouik, i OephPasai2s [ PPhPassizs [ PPhPasala() [ PPhPasal 1

B. KORESPONDEMSI
7. Alamat |Oitsl jlka berbeda dengan alamat termpat kedudikanfinggal di IDENTITAS UMUM):

Jalan

R i i i L i

Kelurahan/Kecamatan [ T ) ; ; ol y ok ) . {!

Kola/Mabupaten , - . , . ) , . Hode Fos .
8. Telepon/Faksimile dan E-mall:

He, Telepan - J | M. Faksimile | g ! N

No. Handphone Ty ; — . . ., 'POBDX , 1 ,

E-mall

i s 1 i i i i i i i i i i i

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

9. TempatTanggal Lahir ) " - i ; ] = ' of =" h | ., [HHBBTTTT)
1%, No. KTP/Paspor ol | i .

1. Kabangzaan [ ndonesia [ Asing - o I S i . Ty A =
12. Merk Dagang/Usaha | N . o , o : ety ; =7

D. WAJIB PAJAK BADAN

13. Banluk Hukum
14, Status Modat 1. PMA 2. PMDN 3. BUMD/M 4. SWASTA

KP.POIP 4 1-00 Lamear ke 1 darl &
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

PERMOHONAN PENDARTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

A, IDENTITAS UMUM

1

Titel © Diiisi hanya unfuk orang pribadi.
Diisi gelar akademis, profesi, adat, keagamaan,
Contah: Dr.,PhD. AkL,REM. Hj

Nama Wajib Pajak

Untuk orang pribadi diiisi nama terang secara lengkap tidak disingkat.

Contoh : MOHAMAD ABDUL SYUKUR

Lintuk badan difs| nama badan tanpa mencaniumkan beniuk hukumnya

Contoh BRITISH AMERICAN TOBACCO INDONESIA

Lintuk pernungul diisi nama bendaharawan.

Contoh ;| BENDAHARAWAN RUTIN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama Wajib Pajak ; Diiisl hanmya untuk orang pribadi.
Cukup |elas.

Alamal tempal kedudukan/tinggal
- Jalan
Contoh : *  KOMP, KEUANGAN JL. SAKTIV NO, 13
* WISMA BCALT.3 UL JEND. SUDIRMAN KAV .12

+« RTIRW : Cukup jelas.
" Kalurahan/Kecamalan : Cukup |alas.
= Kota/Kabupaten : Cukup |elas.
* HKode Pos : Cukup |elas.
Usaha/Pekerjaan Bebas

= Status Usaha
Pilih salah satu, Khusus unfuk pllihan § bila tempal usaha berbeda Kanlor Pelayanan
Pajak dengan domisill atau berbeda DATI |1,

« Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas | Diisi uralan keglatan usaha yang dominan
Cukup jelas.

. Alamat tampat usaha kegiatan : Diisi tempal kegiatan usaha berada
Cara penglsian sama dengan butir 4.

* OPyang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, lermasuk pagawal
neger sipll dan anggota THIPOLRI

Kewaliban Pajak
Cukup |alas,

B. KORESPONDENSI

f

B,

Alamat : Cara pengisian sama dengan bulir 4.

Telepon/Faksimile dan E-mall
Cukup |elas.

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

9,

10

[ i

1.

TempatTanggal Lahir
Cukup jelas.

No. KTP/Paspor
Dilsi No, KTP bagi penduduk Indonesia. atau diisi No, Paspor bagi arang asing.

Kebangsaan : hanya untuk orang asing, diisi kewarganegaraannya

Merk Dagang/Usaha : diisi nama usaha.
Contoh 1 * TOKO BINTANG
¢ JAMU CAP JAGO

D. WAJIB PAJAK BADAN

13

14

Bentuk Hukum
Diigl sesual dengan akte pandiran/perubahan

Status Modal
Cukup |alas,
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18, Akte Pandiran dan rubushan tara . - -
e DIOIAT REpository Universitas Jember

TempalTanggal Albe !

i 1 i I i

., {HHBBTTTT)

Nama Notails
Nemior Akte Porubatien

16, Akher Tahun Buku =  (HHBE)

1T Identizs FenpinanTonsnggung Javsh:
Fiarma

ho. KTPPanpor J

Kabangaaan

MNPWP

Alamat tempat tinggat
Jalan

ATHAW

Eplurnhan/Kncamatan |

Kota/Kabupalen Kods Pol
E. WAJIB PAJAK PEMUNGUT

18, Inslans)!Proyok:
Marm

Alarmat inwtaowd P ropel:
dalan

....J.'-.-l

19 identiten Pemwngut Tondaharwan
Marng

No. KTP

Marmat tempal tinggat
Jatan g 1

ATAW

Kalurahan scamalan

L L i i i
s i i " i i i

Kota/Kabupatan
20, Mo, Surat Panunjukan ; gl :

Kode Pos

[ i i i i i i A i L . i

21, Judwal Proyek A : i gt Tl VT (HHBBTTTT)

F. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
22, Mengajukan Parmehonan umtuk dikukuhkan sebagal Panglssha Kena Prijunks
21, Menantukan kogintan usahs yang waji malapodan SPT Masa PN

NPWP
Jatan

[ S e

YalTidak *
YarTidak *

d i s i
il i i i L 1

KalaM abupaten

* L eornl yang tdak parky

WP PGP 4 1-00
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15. Akte Pendirian dan/atau Perubahan terakhir
Cukup jelas

16. Akhir Tahun Buku
Diisi tanggal dan bulan pembukuan.

17. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab
Diisi salah satu penanggung jawab perusahaan atau badan.

E. WAJIE PAJAK PEMUNGUT

18. Instansi/Proyek
= MNama
Contoh | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
« Alamat Instansi/Proyek
Cara pengisian sama dengan butir 4,

18, Identitas Pemungut/Bendaharawan

« MNama
Contoh : DRS. ANGKASA WIBAWA,
* HNo. KTP

Cara pengisian sama dengan bulir 10.
+« Alamat tempat tinggal
Cara pengisian sama dengan bulir 4.

20. No. Surat Penunjukan
Cukup jelas,

21. Jadwal Prnry;ak : Diisi untuk bendaharawan proyek.
Cukup jelas,

F. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

22. Mengajukan Permochonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Cukup jelas.

23. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN.
Apabila pilihan "YA", yang artinya Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan

usaha dalam wilayah satu KPP, maka diisi NPWP dan Alamat salah salu ltempatl kegiatan
usaha yang dipilih untuk melaporkan SPT Masa PPN,

G. PERMOHONAN UNTUK PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP

24, Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP
Cukup jelas.

25. Mengajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP
Cukup jelas.

H. PERNYATAAN
26. Parnyataan
Cukup jelas.
Catatan:
Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak ditandatanganl oleh pemohon atau

kuasa pemohon. Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.
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